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PROVINSI ACEH

Tabel 1.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 80 100 94,42
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat | 12 80 100 92,50
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat | 11 70 100 90,45
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan | 12 60 100 86,50

kebebasan pers

Tabel 1.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
75

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
91,25

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

80

100

89,50

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

50

100

73,75

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat  pemberitaan  tanpa  tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

12

65

100

81,25

3
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Tabel 1.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai
Rata-Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

70

Tertinggi
100

87,08

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11

67

100

85,18

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

12

70

100

85,83

Tabel 1.4

Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

60

Tertinggi
100

87,50

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

60

100

88,75

Tabel 1.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl':IrI\adlah Te:'\:lil:;gi Ra::-II:;ta

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman | 12 40 100 81,67
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah daerah mendorong keragaman | 12 40 100 82,67
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 12 80 100 91,92




Tabel 1.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Te:lelrlma:ilah Telr\ltlil:g;gi Ra:lal-lfa{; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan | 12 65 100 88,42
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 11 70 100 86,09
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 9 40 926 78,44

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 1.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah  daerah  menyediakan  sarana | 12 50 100 84,58
bagi wartawan untuk mencari, menemukan,
memperoleh, dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi | 11 70 100 88,64
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau | 12 80 100 92,08
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawanluarnegeridiizinkanmeliputpemberitaan | 12 60 100 85,25

di provinsi ini

24

Tabel 1.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai Nilai
Terendah Tertinggi

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan | 12 65 100
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Rata-Rata
86,83

5
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Tabel 1.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai
Rata-Rata

25

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

12

65

Tertinggi
100

85,92

26

Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan genderyangdialamioleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

12

60

100

79,25

27

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

20

100

56,50

Tabel 1.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers
cetak dan siber

11

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
89,55

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

12

75

100

88,75

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

80

100

92,20

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,
dan pajak

10

86

100

93,10

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah
mengendalikan kebijakan redaksi

11

65

95

79,82

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah,
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

11

65

95

83,36

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara

11

65

95

77,45




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini | 10 60 95 81,20
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers didaerah | 10 75 95 84,00
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 1.11

Independensi (\EY
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan | 12 70
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

WEY
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
84,25

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi | 12 60
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
ataulembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

90

79,83

12

Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi | 11 50
pers profesional

90

79,36

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan | 11 55
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

85

70,45

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers | 10 70
terhadap rapat redaksi

100

83,50

15

Tabel 1.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan | 12 70
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
82,75

Tabel 1.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Tetl':lrlua::llah Te::IiI:;gi Ra:lal-ll?{;ta

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan | 10 70 100 82,20
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di | 10 10 20 68,70
daerah ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji | 10 40 75 59,00

-
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Tabel 1.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Te:I::ilah Telr“tlil:;gi Rail:\::-lratla -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita | 12 65 100 82,92
secaraobyektifdan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan | 11 50 87 72,00

memperkuat hadirnyalembaga penyiaran didaerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 11 60 100 83,36
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar | 11 60 90 81,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan | 11 70 100 86,91
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi | 11 20 95 76,91
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 11 50 100 82,36

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 1.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai
Lembaga Peradilan Terendah Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers | 12 70 100 86,67
secara independen, mandiri, dan tidak berpihak
(imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip | 11 70 100 85,18

kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong | 11 60 100 80,18
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban | 12 65 100 82,08
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada | 11 70 100 83,18

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 1.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

12

Nilai

Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

\[EY]
Rata-Rata
82,50

Tabel 1.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nifai
Terendah Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan | 11 75 100 89,82
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ | 12 75 100 89,67
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensorbagi | 11 80 100 93,64
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakanalasankeamanan | 12 80 100 91,42
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 1.18
Etika Pers
. \EY] \[{EY] Nilai
Etika Pers Terendah Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati | 11 50 98 78,00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- | 11 65 100 78,91

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik

9
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Tabel 1.19
Mekanisme Pemulihan
\EY] \EY]
Terendah Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas | 10 80 98
dan independen di provinsi ini

\[EY]
Rata-Rata
88,90

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja | 11 50 100
secara bebas dan independen

85,55

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secarabebas | 11 80 100
dan independen

91,00

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses | 12 70 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan
yang dialami wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

85,92

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini | 11 75 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

89,00

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini | 12 70 100
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

86,17

19

Tabel 1.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media | 10 20 65
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
47,00
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Tabel 2.1

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 11 60 100 80,27
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 11 35 95 69,73
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 9 60 100 79,89
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 11 70 95 77,27

kebebasan pers

Tabel 2.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

10

Nilai
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
87,50

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

11

60

100

88,18

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

10

40

80

55,50

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

10

40

90

63,80

13

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



14

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Tabel 2.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 12 20 20 60,25
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 10 40 100 67,80
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 40 20 69,58
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 2.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 9 0 80 56,67
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 10 50 20 68,50
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 2.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 9 0 80 50,33
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 9 0 85 54,22
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 10 0 100 70,50
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesi




Tabel 2.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan TerI:IrI:ilah Telr\ltlilr?;gi Rail:\::-lla;a -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 50 20 68,75
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 10 50 95 71,40
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 10 50 20 71,40

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 2.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 60 90 72,00
wartawanuntukmencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 9 60 98 74,67
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 60 100 79,50
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 7 63 90 82,57

di provinsi ini

24

Tabel 2.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 11 50 80
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Rata-Rata
71,36

15
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Tabel 2.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai
Rata-Rata

25

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

12

25

Tertinggi
80

61,67

26

Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

70

35,33

27

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

11

60

33,45

Tabel 2.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi

Perusahaan Pers

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber

12

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
90,42

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

10

50

90

76,50

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

43

100

72,57

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,
dan pajak

40

100

69,14

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah
mengendalikan kebijakan redaksi

40

100

68,22

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah,
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

20

100

61,43

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara

60

100

75,56




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 10 60 80 69,90
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 50 20 68,09
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 2.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 10 40 100 71,50
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 40 95 64,58

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan-bagi pers 9 0 80 50,56
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 11 35 85 58,18

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 9 40 95 58,33
terhadap rapat redaksi

Tabel 2.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 60 95 76,73
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 2.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Te:Irlnadlah Te::lilra:gljgi Ratl\::-I;Iata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 11 50 20 61,82
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 60 100 78,55
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 1 35 65 47,27

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

17
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Tabel 2.14
Lembaga Penyiaran Publik

. . Nilai Nilai Nilai

Lembaga Penyiaran Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 50 100 78,67
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 9 0 80 46,67
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 8 60 100 75,00
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 20 90 65,45
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 11 50 95 71,36
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 8 35 20 62,50
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 9 50 95 75,00
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 2.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum \TET Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 9 30 100
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

W\ EY
Rata-Rata
60,56

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 8 40 20
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

55,63

Peraturan dankebijakan didaerah mendorongaparat 8 0 920
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

49,38

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 50 20
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

70,42

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 40 80
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

64,58




Tabel 2.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
20

Nilai
Rata-Rata
58,57

Tabel 2.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 5 60 100 79,00
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 7 70 100 87,86
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 7 70 100 82,86
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 7 60 100 76,43
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 2.18
Etika Pers
. Nilai \HEY Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 10 0 20 60,00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 11 20 95 55,91

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik

19
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Tabel 2.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 60 95 75,58
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 10 40 95 74,00
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 9 60 100 79,44
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 8 40 100 61,25
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 6 40 20 65,00
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 7 40 20 61,14
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 2.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 8 0 55
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra

Nilai
Rata-Rata
21,88
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Tabel 3.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
. . Nilai Nilai Nilai
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Kebebasan wartawan memilih  organisasi 15 65 100 84,47
profesi
2 Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 15 30 20 65,33
pekerja
3 Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 57 20 77,60
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman
pelanggaran kebebasan pers
4 Organisasi profesi wartawan di daerah 15 69 92 80,73
memajukan kebebasan pers

Tabel 3.2
Kebebasan dari Intervensi
Nilai
Terendah

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

5 Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, 15 40
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah
daerah dan/atau partai politik karena isi berita

100

75,20

6 Pemerintah daerah dan/atau partai politik 15 10
menekan dalam bentuk seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/
atau anggota redaksi perusahaan pers

100

72,20

7 Independensi redaksi dari campur tangan 15 20
pemilik media massa

90

63,80

8 Pers di daerah ini bebas dan independen dalam 15 10
membuat pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

100

68,93

23
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Tabel 3.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

. Nilai Nilai Nilai Rata-
Kebebasan dari Kekerasan Terendah  Tertinggi Rata
9 Tindakan oleh aparat negara berupa 15 20 100 76,73
penganiayaan, pembunuhan,  penculikan
terhadap wartawan atau tindakan untuk
mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan
10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi 15 20 100 75,20
sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan
fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat
negara karena isi pemberitaan atau untuk
mempengarubhi isi pemberitaan
11 Aparat penegak hukum dan keamanan 15 30 100 72,13

melindungi wartawan atau perusahaan pers
dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-
negara untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

Tabel 3.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif Nilai N|.Ia| . Nilai Rata=
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 15 50 100 75,07
partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)
13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi 15 65 100 82,13

kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 3.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tell-\cllrlra:ilah Te:\ltlil:gl;gi Ra:\lal-llazlata
14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 20 100 66,53

pemberitaan di daerah ini
15 Pemerintah daerah mendorong keragaman 14 20 75 62,93

kepemilikan media
16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 15 68 100 83,80

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis,
agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya




Tabel 3.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

. . Nilai Nilai Nilai
Akurasi dan Keberimbangan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 50 92 71,67
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah
ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan 15 40 20 70,13
sensor diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur 15 45 100 67,80

dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 3.7
Akses atas Informasi Publik

Nilai Nilai Nilai
Ak Inf i Publik
ses atas Informasi Publi Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana 15 55 100 78,87
bagi wartawan untuk mencari, menemukan,
memperoleh, dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 15 57 100 80,53
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 15 58 100 81,67
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput 15 69 100 83,07

pemberitaan di provinsi ini

24

Tabel 3.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk 15 55
meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
74,67

25
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Tabel 3.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Terendah

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Rata-Rata

25

Media di daerah memberi ruang pemberitaan 15 50
terkait masalah kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas,
anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

Tertinggi
100

70,27

26

Pemerintah daerah melakukan upaya khusus 15 35
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
kelompok minoritas menjadi bagian dari
pemberitaan

85

61,13

27

Mediamenyiarkan beritayangdapatdicernaoleh 15 0
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu
dan tunanetra)

70

45,53

Tabel 3.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai

Perusahaan Pers Terendah

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 70
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers
cetak dan siber

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
85,80

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 60
mendirikandanmenjalankanlembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

100

74,67

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai 15 55
regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak

100

74,87

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai 15 56
regulasi kepada lembaga penyiaran, baik
dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

100

78,47

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 15 20
mengendalikan kebijakan redaksi

100

66,67

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan 14 20
hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi
kebijakan redaksi

90

69,71




7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh 15 20 20 59,00
perusahaan komersial melalui alokasi iklan
termasuk berita pariwara

8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 15 25 89 62,73
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers 15 50 20 66,40
di daerah ini mempengaruhi keragaman
pemberitaan

10

Tabel 3.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaan

15

Nilai
Terendah
50

Nilai
Tertinggi
90

\HEY]
Rata-Rata
72,07

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

15

15

100

61,60

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan-bagi
pers profesional

15

45

100

67,27

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan
ketergantungan  perusahaan pers pada
pemerintah, partai politik, perusahaan besar,
atau kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

15

20

90

55,00

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers
terhadap rapat redaksi

15

30

90

64,20

15

Tabel 3.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan
pers cetak, penyiaran, dan media siber

15

Terendah
30

Nilai
Tertinggi
89

Nilai
Rata-Rata
72,33

27
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16

Tabel 3.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik

15

Nilai
Terendah
25

Nilai
Tertinggi
920

Nilai
Rata-Rata
61,47

17

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini

15

40

90

71,47

18

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji
setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers tentang Standar Perusahaan Pers

15

15

100

62,47

19

Tabel 3.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat
berita secara obyektif dan merepresentasikan
kepentingan publik

15

Terendah
50

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
73,87

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di
daerah ini berorientasi pada publik

15

10

920

59,33

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas
di daerah ini diproses sesuai peraturan

14

55

90

78,07

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

15

55

100

69,87

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

15

55

100

74,20

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

15

31

100

67,73

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat

15

20

100

69,53




Tabel 3.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers 15 60 20 75,13
secara independen, mandiri, dan tidak berpihak
(imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 15 40 100 69,80

kemerdekaan pers daripada undang-undang
lain yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 15 10 89 57,07
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah  menjalankan 15 40 100 68,60
kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 15 55 100 70,67
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

Tabel 3.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai Nilai \HEY]

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

6 Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 15 50 920 67,20
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Tabel 3.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
s . Nilai Nilai Nilai
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Terendah T Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana 15 69 100 82,87
wartawan karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 15 56 100 79,40

sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor 15 60 100 82,00
bagi wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan 15 50 89 70,33
keamanan nasional, ketertiban umum, dan
kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers
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Tabel 3.18

Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan 15 20 85 62,47
menaati kode etik pers dan standar perusahaan
pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, 15 25 100 66,33

Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik
Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik

Tabel 3.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara 15 60 100 83,27
bebas dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsiini bekerja 15 20 100 66,67
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara 15 45 100 74,87
bebas dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 15 10 100 65,60
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan
yang dialami wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 15 50 100 72,93
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 15 50 920 65,87

mengedepankan hukum perdata daripada
hukum pidana

19

Tabel 3.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan 15 0 70 42,07
media massa menyiarkan berita yang dapat

dicerna oleh penyandang disabilitas seperti

penderita tunarungu dan tunanetra




4
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Tabel 4.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

\HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 30 100 83,08
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 14 10 100 70,00
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 14 60 100 79,29
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 14 60 95 81,43

kebebasan pers

Tabel 4.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

14

Nilai
Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-rata
86,07

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

14

50

100

78,50

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

14

20

99

52,07

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

14

20

100

57,50
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Tabel 4.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

14

40

Tertinggi
100

75,71

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

14

30

100

65,00

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

14

100

65,00

Tabel 4.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

14

Tertinggi
90

65,36

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

14

90

62,14

Tabel 4.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl':IrI\adlah Te:ltliln:‘;gi Ralt\la:[:;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 14 25 100 67,71
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong  keragaman 14 0 90 58,93
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 14 30 100 80,36




Tabel 4.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 14 25 95 60,36
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 14 30 20 65,71
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ | 14 0 99 52,79

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 4.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi P
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 14 20 100 63,57
wartawan untukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 12 10 100 64,17
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 14 10 100 65,00
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 14 50 100 83,21

di provinsi ini

24

Tabel 4.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 14
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Terendah
15

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-rata
72,86
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Tabel 4.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 14 0 80 52,50
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk | 14 0 100 55,36
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 14 0 60 17,86
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 4.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 70 100 88,93
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 40 100 72,50

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 13 0 100 81,92
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 13 0 100 79,31
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 14 0 20 46,43
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari 14 10 100 57,86

pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 14 0 20 52,14
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 14 0 100 54,29
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 20 100 52,50
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 4.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Y] Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 14 50 100 75,71
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 14 0 100 48,21
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 14 0 100 54,64
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 14 0 80 34,64
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 10 929 52,00
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 4.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 20
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-rata
74,29

Tabel 4.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Te:IrI\a:ilah Tell'\ltlilr?;gi Ra?aI!:;ta

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 0 100 60,77
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 0 20 64,29
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 14 0 100 41,43

37

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



38

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

19

Tabel 4.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

14

\EY]
Terendah
30

Nilai
Tertinggi
920

Nilai
Rata-rata
61,79

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

14

30

90

63,57

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

14

100

69,64

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

13

80

52,69

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

14

100

70,71

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

14

95

63,57

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

90

61,43

Tabel 4.15

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum

Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

Nilai
Terendah
35

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-rata
67,78

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

10

25

85

64,00

Peraturan dan kebijakan didaerah mendorong aparat
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

13

90

36,23

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

14

100

57,14

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

14

10

90

58,21




Tabel 4.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

14

Nilai

Terendah
30

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-rata
58,21

Tabel 4.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

s s Nilai Nilai Nilai

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Terendah  Tertinggi Rata-rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 13 50 100 85,38
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 13 30 100 85,00
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 14 30 100 86,07
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 13 50 100 83,00

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 4.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 14 0 90 58,93
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 30 100 67,14

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 4.19
Mekanisme Pemulihan
\EY] Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 40 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-rata
72,08

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 20 100
secara bebas dan independen

75,36

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas | 14 50 100
dan independen

82,14

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 14 0 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

54,29

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 14 40 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

65,71

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 8 0 50
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

26,25

19

Tabel 4.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 80
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra

Nilai
Rata-rata
8,33




N
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Tabel 5.1

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 15 70 100 87,80
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat | 14 0 100 73,21
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 55 100 85,67
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 15 56 100 82,27

kebebasan pers

Tabel 5.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

15

\HEY]
Terendah
71

Nilai
Tertinggi
100

\VHEY]
Rata-Rata
91,07

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

15

50

100

83,13

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

15

100

58,67

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

15

100

58,33
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Tabel 5.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 15 30 100 75,67
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 15 30 100 70,73
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 15 30 100 70,33
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 5.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 15 30 100 76,00
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

Kebebasan Media Alternatif

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 15 0 100 76,00
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 5.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Nilai Nilai Nilai

Keragaman Pandangan dalam Media

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 0 100 76,67
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 15 0 100 64,67
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 15 0 100 83,33
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 5.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 40 100 77,67
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 15 20 100 70,33
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ | 15 30 100 65,00

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 5.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi | 15 40 100 79,33
wartawanuntukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 0 100 83,21
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 15 30 100 82,00
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 15 60 100 84,00

di provinsi ini

24

Tabel 5.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan | 15
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Terendah
40

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
77,67
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Tabel 5.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Terendah Te

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai

\[EY]
Rata-Rata

25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 15 0
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

rtinggi
100

71,33

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk | 15 0
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

100

65,67

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 15 0
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

100

39,00

Tabel 5.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai

Perusahaan Pers Terendah 13

1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 60
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber

Nilai
rtinggi
100

Nilai
Rata-Rata
89,20

2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 35
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

100

82,87

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 15 55
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

100

83,33

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 15 50
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,
dan pajak

100

88,33

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 15 0
mengendalikan kebijakan redaksi

100

62,40

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari 14 0
pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

100

63,64

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan | 15 0
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara

100

71,13




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 15 0 100 70,07
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 15 20 100 71,67
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 5.11

Independensi \EY
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 15 30
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

\EY
Tertinggi

100

Nilai
Rata-Rata
76,33

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 15 0
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

100

59,07

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan-bagi pers 15 0
profesional

100

70,67

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 15 0
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

100

47,00

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers | 15 0
terhadap rapat redaksi

100

65,33

Tabel 5.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan Nilai Ni.lai . Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 15 60 100 87,87
pers cetak, penyiaran, dan media siber
|15 | 40 100 69,00

Tabel 5.13
Tata Kelola Perusahaan
Nilai
\| Terendah

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 15 0 100 69,33
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 15 0 100 60,07
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Tabel 5.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik
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19

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

15

100

78,13

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

15

100

71,33

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

15

30

100

79,00

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

15

100

60,67

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

14

100

71,43

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

15

100

63,33

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

15

100

68,00

Tabel 5.15

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum

Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

15

\HEY]
Terendah
50

Nilai
Tertinggi

100

Nilai
Rata-Rata
81,13

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

14

30

100

73,21

Peraturan dan kebijakan didaerahmendorongaparat
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

15

100

64,53

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

15

50

100

78,00

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

15

55

100

77,40




Tabel 5.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

15

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
75,87

Tabel 5.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 15 0 100 84,53
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ | 15 70 100 90,53
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 15 60 100 90,33
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 15 50 100 84,53

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 5.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 15 0 100 76,33
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 15 30 100 72,93

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 5.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 15 60 100 85,20
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 15 0 100 80,60
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas | 15 0 100 80,20
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 14 56 100 81,86
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 14 60 100 87,00
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 50 100 84,08
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 5.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas N Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 15 0 100
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra

Nilai
Rata-Rata
39,87
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Tabel 6.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

\[EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 70 100 85,38
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 13 10 100 83,85
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 14 60 100 83,21
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 14 60 100 78,21

kebebasan pers

Tabel 6.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

14

Nilai
Terendah
30

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
74,00

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

13

65

100

85,69

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

13

50

100

74,54

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasukkepentingan
pemilik

14

40

100

65,36
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Tabel 6.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Nilai Nilai Nilai Rata-

Kebebasan dari Kekerasan

Terendah  Tertinggi Rata

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 14 10 100 73,57
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 14 20 100 71,43
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 14 40 100 75,64
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 6.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 0 100 67,62
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 14 20 100 72,43
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 6.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl'\lel:la:;ah Te:\ltlil:gl;gi Ra:lal-I;Iata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 13 10 100 70,77
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 13 0 100 72,38
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 13 65 100 89,92

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 6.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

\[EY]
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 14 50 100 72,57
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 20 100 73,46
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 0 100 68,00

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 6.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai (EYS
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 13 56 100 82,31
wartawanuntukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 5 100 73,14
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 14 60 100 84,93
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 12 50 100 83,33

di provinsi ini

24

Tabel 6.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan
kompetensi profesi di daerah ini

13

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi
80

\HEY]
Rata-Rata
55,46
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Tabel 6.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 14 10 20 70,71
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 13 40 100 68,15
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 13 0 80 34,62
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 6.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 10 100 81,15
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 50 100 83,85

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 70 100 89,09
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 86,67
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 0 100 65,31
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 13 0 100 63,46
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 0 100 64,62

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 0 100 68,25
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 0 100 66,46
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 6.11

Independensi (\EY
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 50
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
66,92

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 13 0
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

100

48,08

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan-bagi pers 13 0
profesional

100

66,15

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 13 0
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

100

54,54

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 0
terhadap rapat redaksi

100

62,31

15

Tabel 6.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 13 50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
78,46

Tabel 6.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Terl\:::ah Te:ltlil:;gi Ra:\lal-llat:alta

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 50 100 70,69
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 40 100 70,75
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 0 80 55,33
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Tabel 6.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Terl\:elrI:ilah Tenl-\ltlilri:;gi Rail:\::-lfatla -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 14 50 100 78,93
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 13 20 100 74,23

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 13 50 100 81,15
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 0 100 70,83
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 14 0 100 69,29
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 0 100 68,38
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 13 0 100 61,85

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 6.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai (\EY

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 13 50 100 75,08
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 13 10 100 69,15
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dankebijakan didaerah mendorongaparat 14 0 100 61,36
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 14 0 100 68,14
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 14 0 100 67,43

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 6.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

14

Nilai

Terendah
20

Nilai
Tertinggi
100

\[EY]
Rata-Rata
69,57

Tabel 6.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 13 50 100 87,69
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 13 65 100 82,69
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 13 50 100 81,54
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 14 50 100 72,14

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 6.18
Etika Pers
. Nilai \EY Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 60 100 71,92
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 40 100 66,71

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 6.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 60 100 77,00
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 50 100 78,14
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 13 10 100 73,00
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 14 31 100 72,21
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 30 100 74,15
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 0 100 64,15
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 6.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas N Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 13 0 100
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra

\[EY]
Rata-Rata
46,54
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Tabel 7.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan TerI:I::IIah Te:ltIiI:;gi Ra:lal-I;:a\ta
1 Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 14 31 100 73,00
2 Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 15 30 100 65,80
pekerja
3 Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 25 100 76,20
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman
pelanggaran kebebasan pers
4 Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 15 30 100 69,60
kebebasan pers

Tabel 7.2
Kebebasan dari Intervensi

Nilai

No. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

\HEY]

\HEY]

Terendah

5 Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, 15 60
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

Tertinggi
100

Rata-Rata
86,13

6 Pemerintah daerah dan/atau partai politik 15 50
menekan dalam bentuk seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

100

74,53

7 Independensi redaksi dari campur tangan pemilik 15 0
media massa

80

51,40

8 Pers di daerah ini bebas dan independen dalam 15 25
membuat  pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

75

49,67
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Tabel 7.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

. Nilai Nilai Nilai
No. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
9 Tindakanolehaparatnegaraberupapenganiayaan, 15 0 100 64,47
pembunuhan, penculikanterhadap wartawanatau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan
10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 15 0 100 67,80
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi
isi pemberitaan
11 Aparat penegak hukumdan keamanan melindungi 14 0 100 77,93

wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan
non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

Tabel 7.4
Kebebasan Media Alternatif

. Nilai Nilai Nilai
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Terendah Tertinggi Rata-Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 15 0 100 57,73
partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)
13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 15 30 100 72,53

positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 7.5
Keragaman Pandangan dalam Media
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Te:lelrlia:;ah Tell'\ltli:;gi Ra::-ll?ata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 0 100 60,07

pemberitaan di daerah ini
15 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 0 100 54,07

kepemilikan media
16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 14 31 100 76,57

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 7.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Tell'\clelrll:lah Tenl-\ltlil:;gi Ra:lal-lfa{; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 25 20 57,93
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 15 40 90 64,53
diri (self cencorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 15 30 100 58,07

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 7.7
Akses Atas Informasi Publik

. Nilai Nilai Nilai
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah  daerah  menyediakan  sarana- 15 25 100 74,13
sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan menyebarkan
informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 0 95 66,14
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat Kebebasan mencari, meliput atau 15 55 100 78,33
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diijinkan  meliput 14 70 100 84,07

pemberitaan di provinsi ini

Tabel 7.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
W E] Nilai
Terendah  Tertinggi

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

24 Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 15 25 100
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Rata-Rata
65,53
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Tabel 7.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan 15 31 75 55,67
terkait masalah kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat  miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas,
anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya 14 0 80 49,07
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa laluy,
kelompok minoritas menjadi

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 15 0 65 31,27
penyadang disabilitas (misalnya, penyandang
tuna-rungu tuna netra)

Tabel 7.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai Nilai Nilai

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 61 100 85,73
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers
cetak dan siber

2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 70 100 84,33
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai 15 30 100 71,40
regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai 15 30 100 72,53
regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam
pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan,
retribusi, dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 15 10 95 54,93
mengendalikan kebijakan redaksi
6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 15 25 100 57,33

dari pemerintah daerah mempengaruhikebijakan
redaksi




7 Isimediadidaerahinidipengaruhioleh perusahaan 15 20 77 50,73
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara

8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 15 20 920 43,60
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasikepemilikanperusahaanpersdidaerah 15 0 100 48,93
ini mempengaruhi keragamanan pemberitaan

Tabel 7.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

10

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya

15

25

90

59,87

11

Wartawan/media di daerah ini mentolerir
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

15

100

48,67

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi
pers profesional

15

100

51,87

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan
ketergantungan perusahaan pers  pada
pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

15

30

100

50,80

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers
terhadap rapat redaksi

14

25

100

52,00

Tabel 7.12
Keragaman Kepemilikan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Nilai Nilai Nilai

15

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan
pers cetak, penyiaran, dan media siber

15

Terendah
30

Tertinggi

100

Rata-Rata

58,60

Tabel 7.13
Tata Kelola Perusahaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai

Rata-Rata

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 15 0 100 51,60
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi  kepemilikan perusahaan pers di 15 0 20 49,13
daerah ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 14 0 100 51,57
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Tabel 7.14
Lembaga Penyiaran Publik

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Terendah

Nilai

\[EY]
Rata-Rata

19

Lembaga penyiaran publik bebas membuat
berita secara objektif dan merepresentasikan
kepentingan publik

15

35

Tertinggi

100

76,73

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di
daerah ini berorientasi pada publik

15

100

55,73

21

Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

12

20

100

79,58

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

15

100

51,67

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

14

100

53,21

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

15

100

61,33

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat

14

100

50,14

Tabel 7.15

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
secara independen, mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

60

100

78,33

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

12

100

69,25

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

100

40,38

Aparat  pemerintah  daerah  menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

15

30

100

68,20

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

15

30

100

68,00




Tabel 7.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai Nilai Nilai

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

6 Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 13 0 100 64,62
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Tabel 7.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Tell'\cllrlra:ilah Tell'\ililr:gi Ra:\lal-ll?t;ta
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 14 35 100 81,64
karena pemberitaannya
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 15 40 100 85,93

sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor 15 40 100 84,60
bagi wartawan

10 Pemerintah  daerah menggunakan alasan 13 40 100 78,08
keamanan nasional, ketertiban umum, dan
kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

Tabel 7.18
Etika Pers

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 15 0 100 72,93
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawandidaerahinimenaati UU Pers, Peraturan- 15 25 85 58,80

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 7.19
Mekanisme Pemulihan

Nilai Nilai

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Terendah

Nilai
Rata-Rata

13

Dewan Pers menangani sengketa pers secara
bebas dan independen di propinsi ini

12

Tertinggi
100

76,67

14

Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja
secara bebas dan independen

13

100

79,38

15

Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara
bebas dan independen

15

100

80,87

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-
kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

12

30

100

72,92

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

10

100

72,80

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

50

100

71,67

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 7.20

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Nilai Nilai

Nilai

19

Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas seperti penderita tuna-
rungu dan tuna netra

14

100

Rata-Rata
29,64
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Tabel 8.1

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 10 31 100 84,50
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 10 50 100 82,00
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 10 56 100 82,60
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 10 56 100 81,30

kebebasan pers

Tabel 8.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

10

Nilai
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
89,50

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

10

65

100

89,70

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

10

50

100

78,60

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentinganpolitik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

10

40

100

75,60
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Tabel 8.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 10 55 100 79,00
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 10 0 100 76,00
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 10 0 100 76,50
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 8.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 10 60 100 85,50
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

Kebebasan Media Alternatif

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 10 50 100 80,40
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 8.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl‘\lel:la:;ah Tezlir;gi RatI:\I-I;Iata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 10 65 100 83,50
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 10 60 100 83,50
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 10 0 100 83,40

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 8.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 10 70 100 88,30
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 10 60 100 85,50
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 10 0 100 71,00

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 8.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 10 0 920 69,50
wartawanuntukmencari,menemukan,memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 10 40 100 76,50
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 10 68 100 87,80
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 10 60 100 88,20

di provinsi ini

24

Tabel 8.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 10
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
74,90
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Tabel 8.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberiruang pemberitaan terkait 10 40 100 82,00
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 10 50 100 76,30
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 10 0 100 52,00
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 8.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 10 70 100 85,20
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 10 50 100 83,00

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 10 70 100 87,70
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 10 70 100 85,90
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 10 50 20 70,00
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 9 70 100 85,78
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 10 55 100 80,50

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 10 60 20 81,50
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 10 60 100 80,50
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 8.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi \TEY Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 10 65 100 88,80
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 10 50 100 78,50

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan—bagi 10 60 100 82,50
pers profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 10 70 100 83,50

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 10 68 920 82,80
terhadap rapat redaksi

Tabel 8.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 10 70 100 86,00
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 8.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tetl'\:rlli:ilah Te::lil:gljgi Ra:\‘al-lfailata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 10 65 100 80,50
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 10 63 100 82,30
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 10 31 100 72,40

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 8.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Terl\:r:adlah Te:ltlil:;gi Ra::-l;la -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 10 60 100 88,00
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 10 60 100 80,80

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 8 50 100 85,00
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 10 60 100 81,50
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 10 70 100 85,70
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 10 50 100 80,50
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 10 50 100 77,90

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 8.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai \TET \TET
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers 5 70 100 91,00
secara independen, mandiri, dan tidak berpihak
(imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 6 55 100 80,83

kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 10 60 100 79,00
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 10 65 100 82,00
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 10 65 100 83,00

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 8.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah
10 65

Nilai
Tertinggi
100

\TEY]
Rata-Rata
83,20

Tabel 8.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilal Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 10 75 100 93,30
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 10 70 100 92,50
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 10 70 100 90,00
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 10 70 100 88,00
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 8.18
Etika Pers
. Nilai \EY \EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 9 65 100 87,22
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 9 60 100 80,56

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 8.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 7 75 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
95,00

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 9 60 100
secara bebas dan independen

83,89

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 10 50 100
dan independen

79,80

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 10 40 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

79,00

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 7 50 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

84,29

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 4 0 100
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

67,50

19

Tabel 8.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 7 0 80
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra

Nilai
Rata-Rata
34,29
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Tabel 9.1
Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan Te:\lelll1adlah Tetl'\:lilli‘;gi Ra:\l-l;;ta
1 Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 65 100 79,92
2 Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 13 20 100 65,38
pekerja
3 Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 13 50 100 78,08
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman
pelanggaran kebebasan pers
4 Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 13 60 100 78,15

kebebasan pers

Tabel 9.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
5 Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, 13 30 100 74,85
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita
6 Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan 13 40 100 68,77
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers
7 Independensi redaksi dari campur tangan pemilik 13 50 75 60,46
media massa
8 Pers di daerah ini bebas dan independen dalam 13 10 75 54,69

membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentinganpolitik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik
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Tabel 9.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 13 30 100 60,46
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 13 30 80 60,69
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 13 40 20 64,00
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 9.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 50 100 74,62
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

Kebebasan Media Alternatif

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 13 50 100 74,62
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 9.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Terl‘:I::llah Tell'\:IiI:‘;gi Ratl\:\l-l:ata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 13 0 75 50,77
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 12 0 70 50,83
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 13 60 100 75,69

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 9.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Tell':IrI:ilah Te:'\:lilr?;gi Ra::—I;; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 13 50 100 67,85
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 50 100 67,00
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 30 75 61,85

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 9.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 13 10 100 63,46
wartawanuntukmencari,menemukan,memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 13 0 75 53,92
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 13 0 100 61,92
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 12 70 100 78,75

di provinsi ini

24

Tabel 9.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
\HEY]
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 13 60
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
76,54
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Tabel 9.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberiruang pemberitaan terkait 13 60 100 75,38
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 13 10 100 59,15
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 13 0 70 41,15
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 9.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 70 100 80,00
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 30 100 71,46

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 50 920 74,17
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 50 20 74,17
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 0 70 47,15
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 13 10 70 48,31
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 0 100 54,08

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 10 100 60,00
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 30 100 65,00
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 9.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 50 100 69,23
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 13 10 100 51,00

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan—bagi 13 0 80 36,92
pers profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 13 10 100 51,92

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 30 100 60,23
terhadap rapat redaksi

Tabel 9.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 13 50 100 71,92
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 9.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Te:I:\adlah Te::IiIr:_:;gi Rail:\::-I;Ia -

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 30 100 60,38
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 0 80 57,23
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 13 40 80 58,38

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 9.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik
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19

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

13

40

100

66,46

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

13

70

51,08

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

13

40

100

68,00

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

12

80

52,50

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

13

55

80

70,00

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

13

30

100

63,69

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat

13

75

54,85

Tabel 9.15

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum

Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

12

\HEY]
Terendah
50

Nilai
Tertinggi

80

Nilai
Rata-Rata
63,75

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

12

40

80

62,08

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

70

35,77

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

13

10

100

57,31

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

13

10

100

57,31




Tabel 9.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

13

Terendah

Nilai
Tertinggi
80

Nilai
Rata-Rata
51,15

Tabel 9.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 13 30 100 80,77
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 30 100 75,83
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 30 100 74,17
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 10 100 67,50
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 9.18
Etika Pers
. \EY \EY \HEY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 20 100 60,77
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 13 20 100 61,92

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 9.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 65 80 73,33
dan independen di provinsi ini

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 13 50 100 69,62
secara bebas dan independen

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 13 0 80 62,62
dan independen

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 13 0 920 56,54
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 50 20 65,77
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 0 100 57,92
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 9.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 70 34,58
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu

dan tunanetra
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Tabel 10.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

\HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 14 40 100 69,21
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 13 40 90 61,69
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 14 40 20 66,29
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 14 40 20 73,93

kebebasan pers

Tabel 10.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

14

\HEY]
Terendah
55

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
74,21

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

14

60

100

74,57

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

14

30

100

64,57

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

14

40

90

69,00
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Tabel 10.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

14

50

Tertinggi
100

69,21

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

14

50

90

71,71

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

14

50

90

78,93

Tabel 10.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Nilai
Terendah

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

14

40

Tertinggi
920

65,79

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

14

40

100

71,50

Tabel 10.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Terl':?dlah Terl'\llilli‘;gi RatI:I-I;;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 14 40 80 65,36
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 14 50 85 68,86
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 14 70 100 83,36




Tabel 10.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\[EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 14 40 85 70,14
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 13 55 100 69,31
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 40 100 64,62

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 10.7
Akses atas Informasi Publik

. . W EY W EY Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 14 50 100 70,43
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 60 100 77,79
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 14 50 100 69,64
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 14 69 100 79,93

di provinsi ini

24

Tabel 10.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 14
kompetensi profesi di daerah ini

\HEY]

Terendah
55

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
80,36
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Tabel 10.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 14 65 100 74,07
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 14 56 20 72,00
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 14 10 65 53,71
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)
Tabel 10.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 60 100 81,07
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 50 95 69,36

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 70 100 86,14
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 40 100 79,50
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 0 20 58,62
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 14 50 100 68,21
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 14 50 20 63,36

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 50 100 67,85
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 50 100 71,85
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 10.11

Independensi Nilai
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 14 50
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

\EY
Tertinggi
920

Nilai
Rata-Rata
70,00

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 14 50
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

100

63,50

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 14 50
profesional

100

69,14

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 14 50
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

100

70,64

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 40
terhadap rapat redaksi

100

78,00

Tabel 10.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan

15

Terendah

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 70
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tertinggi
100

Rata-Rata
82,50

Tabel 10.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Nilai Nilai Nilai
Tata Kelola Perusahaan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 14 55 20 78,14
sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 69 100 77,62
ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 14 50 920 72,07
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19

Tabel 10.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 14 60 100 77,36
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan 14 40 100 67,93
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 14 50 100 76,93
daerah ini diproses sesuai peraturan

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar 13 40 90 74,31
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 14 30 100 73,50
aspirasi masyarakat di daerah ini

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 50 95 73,85
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 13 50 100 75,46
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 10.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai

Lembaga Peradilan N Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 14 60 20 74,00
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 14 65 20 76,86
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

Peraturan dan kebijakan didaerah mendorong aparat 14 55 100 79,14
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 14 55 20 71,43
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 14 60 100 77,21
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 10.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 14
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah
55

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
75,07

Tabel 10.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 14 60 100 79,00
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 14 70 100 82,79
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 14 50 100 79,57
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 14 69 100 78,43
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 10.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 60 100 77,92
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 50 20 73,50

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 10.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 60 100 76,15
dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 65 100 77,29
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 14 65 100 80,00
dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 14 50 100 71,14
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 14 60 100 80,36
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 9 60 85 76,67
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 10.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas N Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 14 0 80
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
49,29
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Tabel 11.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 14 60 100 84.64
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 14 20 920 68.57
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 14 50 95 78.93
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 14 40 100 76.57

kebebasan pers

Tabel 11.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

14

\HEY]
Terendah
40

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
83.93

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

14

50

100

83.00

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

14

20

75

46.79

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentinganpolitik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

14

20

80

58.50
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Tabel 11.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

14

Nilai

Terendah

50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

72.86

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

14

70

100

78.21

11

12

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 11.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

14

14

30

\HEY]
Terendah
50

80

Nilai
Tertinggi
100

64.29

Nilai Rata-
Rata

77.50

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

14

50

95

79.29

Tabel 11.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media 1I\'Iellraeln dah 'II\'leIIr:nggi ::taal-Ra -

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 7 30 100 65.71
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 7 50 100 61.71
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 14 50 100 81.07




Tabel 11.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan 1I\'lt;:'aelndah 1I\'lellr::nggi ::taal-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 14 30 100 65.36
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 14 50 95 72.86
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 14 20 920 54.57

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 11.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai NEYS
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 14 40 100 71.07
wartawan untuk mencari,menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 30 20 61.43
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 s 14 40 100 81.43
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 14 30 100 84.64
di provinsi ini
Tabel 11.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah

24

\EY]
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 14 30
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
74.29
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Tabel 11.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
25 Media di daerah memberiruang pemberitaan terkait 14 40 100 65.36
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 14 0 75 46.79
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 14 10 69 36.71
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 11.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 50 100 88.57
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 40 100 70.71

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 50 100 82.86
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 40 100 67.50
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 14 50 100 77.50
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 14 50 100 76.86
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 14 0 100 56.71

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 14 0 75 34.29
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 10 100 50.71
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 11.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi (\EY Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 14 30 80 62.14
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 14 20 70 48.93
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi 13 0 95 42.31
pers profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 14 5 100 61.43
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 14 20 20 48.57
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 11.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 10
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
4357

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tabel 11.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan 1I\':Iraelndah 'II\'leIIr::nggi ::::—Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 14 50 920 67.14

sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 40 100 66.00

ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 14 30 20 62.50
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Tabel 11.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik 1I\'l<;:'aelndah 'II\'lG:Ir::nggi :::\I:al-Rata
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 14 30 100 68.21
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 14 0 100 49.93

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 14 10 100 58.21
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 14 0 100 55.36
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 14 50 100 74.57
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 14 20 75 47.86
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 9 10 70 44.33

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 11.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers 7 50 100 67.14
secara independen, mandiri, dan tidak berpihak
(imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 14 20 100 49.21

kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 13 40 80 67.69
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 14 50 100 68.21
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 14 10 100 66.79

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 11.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 14
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
77.86

Tabel 11.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilal Nilal
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 14 50 100 83.86
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 14 80 100 87.14
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 14 80 100 90.36
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 14 40 100 77.14

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 11.18
Etika Pers
. Nilai \[E] Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 0 920 66.85
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 40 90 65.00

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 11.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 14 50 100 81.43
dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 13 20 20 54.15
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 13 30 80 58.08
dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 40 100 64.91
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 14 10 100 71.71
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 10 20 62.62
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 11.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 60
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
32.08
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PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 12.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 11 50 100 83,18
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 11 20 89 65,82
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 11 70 20 80,73
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 11 40 20 76,36

kebebasan pers

Tabel 12.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

\HEY]
Terendah
80

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
87,22

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

11

50

100

84,09

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

11

30

80

52,73

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

11

30

75

55,00
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Tabel 12.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

11

50

Tertinggi
920

77,73

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11

30

100

77,36

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

11

50

90

73,00

Tabel 12.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

1

20

100

67,55

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

11

30

100

77,09

Tabel 12.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl':I:ladlah Te:\ltlil:gl;gi Ra:\zl:;lata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 10 40 100 74,00
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 10 0 100 66,50
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 11 60 100 86,82




Tabel 12.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan TerI:IrI:ilah Tell'\ltlilra:;gi Ratl\:-lfa{; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 11 50 100 76,36
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 11 70 20 79,27
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 10 20 20 68,50

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 12.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 1 40 100 78,18
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 50 100 77,27
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 11 60 20 77,09
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 10 70 100 85,70

di provinsi ini

24

Tabel 12.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
\HEY]
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 1 50
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
80,36

115

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



116

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Tabel 12.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 11 50 20 69,55
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 10 40 920 65,50
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 11 0 80 43,18
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 12.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 11 60 100 86,82
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 11 30 100 81,36

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 56 100 80,09
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 50 100 80,45
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 11 30 75 52,27
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 10 30 100 69,70
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 11 50 20 69,55

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 11 30 80 64,09
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 40 81 66,27
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 12.11

Independensi

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

\HEY]
Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 11 60 85 73,64
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 11 20 80 50,00
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media
12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 10 40 20 70,00
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 11 0 80 58,18
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan
14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 1 20 90 65,91
terhadap rapat redaksi
Tabel 12.12
Keragaman Kepemilikan
Keragaman Kepemilikan Nilai Nilai Nilai
9 P Terendah  Tertinggi Rata-Rata
15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 40 100 74,55
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 12.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Terlilrllat;ah Tetl‘\:li:‘;gi Ra::-ll?ata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 11 20 80 60,91
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 40 20 65,00
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 11 10 80 50,00
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Tabel 12.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 11 30 80 68,18
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan 11 0 85 58,64
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 11 60 100 81,82
daerah ini diproses sesuai peraturan

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar 10 50 90 72,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 10 10 90 73,00
aspirasi masyarakat di daerah ini

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 10 65 90 80,50
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 9 50 80 75,00
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 12.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai \TET \TET
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 10 60 100 75,00
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 9 50 100 73,33
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturan dankebijakan didaerahmendorongaparat 8 0 80 57,50
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 11 40 20 68,64
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 11 40 20 70,45

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 12.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Nilai

Terendah
30

Nilai
Tertinggi
85

Nilai
Rata-Rata
70,00

Tabel 12.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 10 30 100 79,50
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 10 60 100 85,50
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 10 60 100 86,50
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 10 50 20 75,50

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 12.18
Etika Pers
. Nilai \EY T EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 9 0 20 61,67
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 11 60 80 74,09

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 12.19
Mekanisme Pemulihan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 9 70 100 83,33
dan independen di provinsi ini

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 11 50 100 78,18
secara bebas dan independen

15

Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas 11 60 100 82,27
dan independen

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 8 50 20 67,50
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 9 30 920 73,89
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 8 30 85 70,00
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 12.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 9 0 80 58,33
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra




13

PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
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Tabel 13.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 14 50 100 80.14
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 14 40 100 70.57
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 14 0 920 55.14
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 14 40 100 76.00

kebebasan pers

Tabel 13.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

14

\HEY]
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
90.29

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

14

60

100

88.93

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

14

20

95

58.79

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

14

20

90

59.36
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Tabel 13.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

14

50

Tertinggi
100

76.71

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

14

50

100

77.36

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

14

95

52.57

Tabel 13.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

W EY
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

14

50

95

66.71

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

14

40

100

74.93

Tabel 13.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Texllzlah Te:':lil:;gi Ra:lal-ll?(;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 14 0 100 55.07
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah daerah mendorong keragaman 14 10 89 54.57
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 14 50 100 81.36




Tabel 13.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 14 50 100 75.29
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 14 50 100 75.29
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 14 30 100 65.29

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 13.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai \HEY
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 14 35 100 75.64
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 10 100 66.79
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 14 50 100 78.57
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 14 50 100 81.07

di provinsi ini

24

Tabel 13.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 14
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
69.64
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Tabel 13.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 14 30 20 67.50
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 14 0 89 59.21
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 13 0 60 39.23
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 13.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 50 100 87.07
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 50 100 83.07

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 54 100 81.64
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 54 100 80.64
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 14 50 100 75.36
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 14 50 100 81.36
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 14 25 100 62.14

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 14 0 100 67.79
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 10 95 72.36
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 13.11

Independensi Nilai
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 14 60
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
76.71

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 14 20
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

90

61.36

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 14 0
profesional

75

38.21

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 14 30
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

100

70.43

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 14 0
terhadap rapat redaksi

100

57.50

15

Tabel 13.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 40
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
73.93

Tabel 13.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 14 20 20 64.64
sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 0 20 64.29
ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 14 40 100 60.00
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Tabel 13.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Tell':IrI:ilah Tell':lilr?;gi Ra:\lal-llai;ta
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 14 25 100 71.07
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 14 45 100 73.14

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 14 50 95 72.79
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 14 0 80 49.00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 14 30 100 61.79
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi 14 50 100 68.57
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 14 40 80 64.64

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 13.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 13 31 100 67.31
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 13 20 100 66.54
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturandankebijakan didaerahmendorongaparat 14 0 80 49.29
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 14 40 85 69.64
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 14 40 85 68.57

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 13.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 14
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah
50

Nilai
Tertinggi
20

Nilai
Rata-Rata
68.21

Tabel 13.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 14 60 100 82.50
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 14 60 100 83.21
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 14 60 100 86.07
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 14 50 95 75.29

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 13.18
Etika Pers
. W EY Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 14 0 90 57.14
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 25 100 67.43

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 13.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 50 20 72.46
dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 40 95 68.57
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 14 50 95 73.93
dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 13 0 85 57.38
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 30 20 62.69
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 40 920 62.92
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 13.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 14 30 70
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
53.14
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PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 14.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 55 100 83,69
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 13 30 95 67,69
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 13 20 100 74,00
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 13 30 100 75,77
kebebasan pers

Tabel 14.2

Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

13

Nilai
Terendah
35

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
76,92

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

35

920

68,00

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

13

25

85

53,69

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

13

25

75

55,08
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Tabel 14.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai \TEY] Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 13 60 20 73,85
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 13 35 95 71,08
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 13 50 95 71,85
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 14.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 30 100 70,69
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

Kebebasan Media Alternatif

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 13 50 95 78,77
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 14.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media TerlilrI::ah Te:'\ilzlil:;gi Ra:lal-llat:a -

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 13 30 95 66,00
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 13 0 95 50,85
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 13 10 100 78,62

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 14.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

. . Nilai Nilai Nilai
Akurasi dan Keberimbangan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 13 35 89 68,15
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 55 20 71,62
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 30 85 60,38
atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 14.7
Akses atas Informasi Publik

. . \EY \EY \EY

Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 13 55 100 78,31
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi

21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 31 80 57,00
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers

22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 13 50 100 75,46
memperoleh informasi publik di daerah ini

23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 12 45 100 72,92
di provinsi ini

24

Tabel 14.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 13 50
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
74,62
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Tabel 14.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 13 10 100 68,85
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 13 10 920 52,31
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 13 20 80 39,23
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)
Tabel 14.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 60 100 80,69
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 30 100 63,54

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 80,08
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 55 95 77,18
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 20 95 67,69
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 13 0 95 70,00
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 10 920 64,62

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 30 20 53,08
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 30 920 71,38
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 14.11

Independensi Nilai

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 30
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
70,38

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 13 20
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

90

57,31

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 13 0
profesional

90

57,38

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 13 30
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

80

59,08

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 20
terhadap rapat redaksi

90

69,54

Tabel 14.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

15

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 13 30
pers cetak, penyiaran, dan media siber

90

64,15

Tabel 14.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Te:IrI\a:jlah Telr\ltlir;gi Ra::;lata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 20 85 55,00
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 30 75 53,08
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 13 30 80 54,62
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Tabel 14.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik TerI:IrI\:ah Telr\ltlil:;gi Ra:\IaI-I;; -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 13 30 920 63,77
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 13 40 20 66,15

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 0 85 64,25
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 40 75 59,18
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 12 30 90 64,00
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 50 85 61,92
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 11 20 80 45,45

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 14.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY Nilai Y]

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 13 50 85 67,69
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 13 40 80 64,54
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan didaerah mendorongaparat 12 0 20 55,83
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 13 20 20 62,62
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 13 20 95 64,62

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 14.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 13
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah
20

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
61,54

Tabel 14.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 13 70 100 86,46
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 13 70 100 83,38
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 13 75 100 86,92
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 13 30 100 76,85
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 14.18
Etika Pers
. Nilai Nilai W EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 20 100 53,00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 13 30 20 59,69

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 14.19
Mekanisme Pemulihan

Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 40 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
75,42

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 13 50 20
secara bebas dan independen

69,92

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 9 20 20
dan independen

46,67

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 13 50 85
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

69,69

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 25 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

65,00

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 31 75
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

58,73

19

Tabel 14.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 13 0 80
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
37,69
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PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 15.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 30 100 82.67
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat | 12 30 100 71.75
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 50 100 76.92
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 55 100 79.50

kebebasan pers

Tabel 15.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
28

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
78.50

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

40

100

75.33

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

11

25

70

50.36

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

10

100

56.25
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Tabel 15.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

Terendah

20

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

56.83

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

12

100

63.33

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

11

35

100

62.09

12

Tabel 15.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

Nilai
Terendah
35

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

80.75

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

10

100

75.67

Tabel 15.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media 2;::“ dah 1I\'Iel:-at:nggi ::taal-Rata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 11 20 100 56.36
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 10 10 100 47.00
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 12 25 100 73.42




Tabel 15.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan 1I\'lellraelndah 'I:;L::nggi :::::-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 36 98 65.25
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 10 40 95 66.80
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ | 11 2 70 46.45

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 15.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah Tertinggi  Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi | 12 55 100 79.00
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 25 100 70.64
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 70 100 85.42
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 10 69 100 86.20

di provinsi ini

24

Tabel 15.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan | 11 60
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
78.18
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Tabel 15.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 0 100 64.08
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk | 11 1 100 56.45
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 11 0 75 31.82
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 15.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 60 100 89.33
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 60 100 81.00

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 0 100 68.18
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 0 100 69.18
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 25 100 64.42
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 11 0 100 4545
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 11 2 20 45.09

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 2 100 52.25
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 2 100 56.09
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 15.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 5 80 60.25
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 3 20 44.83

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 12 50 100 77.75
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 20 100 59.42

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 1 25 80 48.18
terhadap rapat redaksi

Tabel 15.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 45 100 74.58
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 15.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan 'II\'I:raelndah 'II\'lt;Irat:nggi ::taa:-Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 20 100 56.17

sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 40 20 67.09

ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 10 20 99 55.30

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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19

Tabel 15.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 11 60 100 75.91
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan | 12 10 100 65.83
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 10 50 100 73.70
daerah ini diproses sesuai peraturan

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 30 100 54.64
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 10 60 100 82.80
aspirasi masyarakat di daerah ini

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 10 45 100 76.00
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 10 10 100 69.60
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 15.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai (\EY Nilai
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 11 3 80 49.18
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 11 10 80 52.36
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturan dan kebijakan didaerah mendorongaparat | 11 2 100 48.91
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban | 12 20 100 63.33
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 20 100 59.50

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 15.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 11
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah
20

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
69.36

Tabel 15.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 11 20 100 81.55
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 20 100 78.58
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 20 100 81.83
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 11 35 100 76.18
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 15.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 11 20 100 69.00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 1 2 80 54.64

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 15.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 10 49 100 83.20
dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 10 56 100 79.10
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas | 10 40 100 68.90
dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 15 100 51.73
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 1 20 53.73
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 9 40 85 62.89
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 15.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 10 0 100
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
29.50
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Tabel 16.1

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

\[EY]
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 70 100 91,17
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 12 55 100 75,67
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 60 100 84,92
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 70 100 83,17

kebebasan pers

Tabel 16.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
84,17

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

60

100

88,25

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

50

90

77,33

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

50

90

76,83
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Tabel 16.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

60

Tertinggi
100

85,83

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

12

60

100

83,33

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

12

50

100

79,92

Tabel 16.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

30

100

74,50

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

60

100

82,92

Tabel 16.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media 1I\‘Iellraeln dah 'II\'leIIrat:nggi :;I:;-Rata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 0 100 76,17
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 0 100 74,92
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 12 50 100 83,67




Tabel 16.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Berimbang 1I\'lt;:'aelndah 'II\'l:r::nggi ::taa:-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 70 100 83,08
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 12 75 100 84,08
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 12 69 20 81,42

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 16.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah Tertinggi  Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 60 100 78,83
wartawanuntukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 12 0 100 75,75
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 60 100 83,08
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 11 60 100 83,55

di provinsi ini

24

Tabel 16.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
\HEY]
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 12 65
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
80,67
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Tabel 16.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 69 20 80,50
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 12 40 100 73,42
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 11 0 100 36,18
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 16.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 75 100 91,08
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 75 100 88,25

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 90,75
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 89,83
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 40 100 72,17
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 65 100 83,58
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 30 100 77,17

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 50 100 75,42
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 50 100 80,42
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 16.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 70 100 84,17
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 50 100 77,92

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 11 0 100 52,27
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 50 100 77,25

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 65 100 83,75
terhadap rapat redaksi

Tabel 16.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 56 100 79,67
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 16.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan 1I\'|t;lraelndah 'II\':Ir::nggi :::al-Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 10 60 100 76,00

sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 60 100 82,18

ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 45 100 72,92

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 16.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik 1I\'l<;:'aelndah 'II\'lt;Irat:nggi ::taz:-Rata
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 11 70 100 83,82
secara objektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 60 100 79,08

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 50 100 85,58
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 50 100 76,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 12 70 100 82,08
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 12 50 100 83,92
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 12 0 100 71,00

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 16.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai (\EY (\EY

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 3 50 100 79,67
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 3 0 100 50,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan didaerah mendorongaparat 12 30 100 76,58
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 35 100 78,33
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 45 100 76,67

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 16.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
74,58

Tabel 16.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 11 50 100 87,73
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 70 100 87,08
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 70 100 91,67
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 60 100 84,17
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 16.18
Etika Pers
. Nilai Nilai \[EY]
Etika Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 0 100 72,50
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 50 100 77,92

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 16.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai \EY]
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 11 70 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
85,00

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 12 50 100
secara bebas dan independen

82,50

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 12 0 100
dan independen

76,58

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 5 50 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

80,00

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 5 0 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

64,00

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 4 0 100
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

62,50

19

Tabel 16.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 10 0 100
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
38,10
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Tabel 17.1

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 69 95 84,42
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 11 50 100 81,55
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 56 95 82,50
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 0 95 76,08

kebebasan pers

Tabel 17.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
65

Nilai
Tertinggi
98

Nilai
Rata-Rata
81,92

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

70

90

84,58

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

100

69,58

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

90

69,17
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Tabel 17.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

70

Tertinggi
20

80,75

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

12

60

95

79,50

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

12

70

90

83,17

Tabel 17.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

30

90

77,75

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

45

95

82,92

Tabel 17.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Terlilnia:ah Te:ltlil:;gi Ra::;;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 40 95 81,92
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 20 95 74,08
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 12 70 95 87,50




Tabel 17.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Berimbang TerI:IrI:ilah Tell'\ltlilra:;gi Ra:lal-lfailata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 25 95 76,33
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 12 60 90 80,33
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 11 0 90 70,00

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 17.7
Akses Atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 70 90 83,58
wartawan untuk mencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 0 100 72,64
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 50 95 82,42
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 10 80 95 86,40
di provinsi ini
Tabel 17.8

24

Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 12 60
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
79,58
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Tabel 17.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 50 95 76,25
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 12 30 95 69,08
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 0 80 54,17
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)
Tabel 17.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 60 95 85,25
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 60 95 83,17

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 60 95 80,75
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 60 926 82,08
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 58 95 78,08
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 10 70 95 83,40
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 11 40 98 72,73

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 50 100 76,50
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 50 95 76,67
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 17.11

Independensi (\EY

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 25
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Tertinggi
90

\HEY]
Rata-Rata
70,08

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 0
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

75

57,92

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 12 20
profesional

89

57,92

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 20
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

88

59,33

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 0
terhadap rapat redaksi

90

65,00

15

Tabel 17.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
81,92

Tabel 17.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tetl':lrlua::llah Te:ltlil:;gi Ra:lal-I;; -

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 0 20 69,33
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 50 20 74,17
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 0 920 62,08

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 17.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Te::::lah Te:'\ltlilr?;gi Ratl\::-lfaila -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 60 20 78,50
secara objektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 0 85 62,00

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 0 20 70,00
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 0 85 59,92
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 12 0 95 72,58
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 12 0 100 68,75
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 12 0 100 63,75

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 17.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY [\ EY Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 10 0 20 68,90
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 9 0 20 67,67
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan didaerah mendorongaparat 11 0 920 60,91
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 0 92 71,75
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 0 95 72,00

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 17.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai Nilai Nilai

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

6 Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12 0 95 71,25
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Tabel 17.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai Nilai Nilai

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 0 100 75,42
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 0 100 76,17
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 0 100 75,42
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 60 100 79,58

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 17.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 0 95 70,33
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 50 100 80,00

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 17.19
Mekanisme Pemulihan
\[EY] Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 11 0 926
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
74,55

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 12 0 100
secara bebas dan independen

69,50

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 12 0 100
dan independen

70,75

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 0 926
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan, sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

66,91

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 0 920
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

70,73

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 50 20
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

66,70

19

Tabel 17.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 78
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
44,33
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Tabel 18.1

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 11 60 100 84.73
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 9 0 100 69.22
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 11 60 95 81.73
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 11 55 100 84.45

kebebasan pers

Tabel 18.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

11

\HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi
100

\HEY
Rata-Rata
79.36

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

11

100

79.91

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

11

95

61.18

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

11

90

61.18
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Tabel 18.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

11

Nilai

Terendah

50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

78.64

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11

90

69.27

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

11

50

100

76.91

12

Tabel 18.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

11

Nilai
Terendah
30

\EY
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

7791

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

11

50

100

80.45

Tabel 18.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media 'II\'lel:-aeln dah 1|\'Iellr::nggi z;I:al-Rata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 11 50 95 75.36
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 11 50 100 77.64
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 11 56 100 85.73




Tabel 18.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

. . Nilai Nilai Nilai
Akurasi dan Keberimbangan Terendah Tertinggi  Rata-Rata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 11 0 100 72.36
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 11 0 100 7545
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 11 0 93 68.36

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 18.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah Tertinggi  Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 1 56 100 85.09
wartawan untukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 60 100 83.73
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 11 56 100 88.00
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 11 60 100 82.36
di provinsi ini
Tabel 18.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah

24

Nilai

Pendidikan Insan Pers

Terendah

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 1 0
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
73.00
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Tabel 18.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 11 10 100 70.00
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 10 10 100 67.50
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 11 0 75 28.18
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)
Tabel 18.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 10 60 100 83.90
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 11 56 100 79.82

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 9 0 100 79.78
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 10 60 100 83.90
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 11 0 100 69.45
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 11 0 100 78.00
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 11 0 20 67.27

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 11 20 70 47.64
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 50 20 71.73
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 18.11

Independensi Nilai
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 11 0
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

W EY
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
77.64

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 11 0
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

90

66.18

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 1 10
profesional

100

75.36

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 11 0
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

90

53.36

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 11 50
terhadap rapat redaksi

90

67.09

15

Tabel 18.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
77.27

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tabel 18.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan 'Il\f;:'aelndah 1I\':Irat:nggi E::al-Rata
16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 11 31 100 69.27

sesuai dengan kepentingan publik
17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 10 0 100 70.50

ini
18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 11 0 100 61.00
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Tabel 18.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah Tertinggi  Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 11 50 100 80.27
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan 11 0 90 68.55
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 11 40 100 79.55
daerah ini diproses sesuai peraturan

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 60 100 80.00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 11 30 100 67.82
aspirasi masyarakat di daerah ini

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 11 60 100 79.00
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 11 60 100 77.55
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 18.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY \TET Nilai
Lembaga Peradilan Terendah Tertinggi  Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 10 50 100 71.00
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 11 20 100 64.91
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturan dan kebijakan didaerah mendorong aparat 10 0 920 47.00
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 10 56 100 78.20
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 10 56 100 77.20

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 18.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 9
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah
56

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
81.22

Tabel 18.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilal
Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 9 56 100 87.78
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 11 56 100 87.27
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 11 56 100 88.82
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 11 56 100 81.09

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 18.18
Etika Pers
. Nilai \EY \E
Etika Pers Terendah  Tertinggi  Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 11 30 100 71.73
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 1 10 100 76.82

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 18.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai Nilai
Terendah Tertinggi  Rata-Rata

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 8 60 100 81.00
dan independen di provinsi ini

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 11 65 100 86.91
secara bebas dan independen

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 10 50 100 80.30
dan independen

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 10 55 100 78.30
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan, sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 0 90 61.60
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 0 100 62.10
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 18.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi  Rata-Rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 10 0 90 22.00
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra
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Tabel 19.1

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 15 69 100 86,27
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 13 50 100 83,85
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 65 100 86,07
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 15 50 100 89,33

kebebasan pers

Tabel 19.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

15

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
86,27

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

15

30

100

80,60

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

15

40

100

75,47

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

15

100

66,60
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Tabel 19.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 15 30 100 84,87
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 15 60 100 80,20
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 70 100 88,50
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 19.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 0 100 71,46
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 14 50 100 84,14
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 19.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl‘:I:::llah Te:\ltlilr?;gi Ra::-l;;ta

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 45 100 79,00
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 30 100 70,42
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 15 60 100 91,53

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 19.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Tell-:IrI:ilah Telr\ltlilr?;gi Ra::-l;lata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 50 100 76,93
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 12 55 100 78,25
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 12 50 20 73,67

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 19.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 15 45 100 85,27
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 60 100 89,64
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 15 55 100 81,67
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 13 70 100 86,92

di provinsi ini
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Tabel 19.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan
kompetensi profesi di daerah ini

13

\[EY]
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
86,31

25

Tabel 19.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

14

Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
82,14

26

Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

15

10

100

77,87

27

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

11

80

58,18

Tabel 19.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi

Perusahaan Pers

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber

11

Nilai
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
84,73

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

14

60

100

79,21

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

1

60

100

80,00

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,
dan pajak

10

50

100

78,40




10

Independensi

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaan

13

Nilai
Terendah
40

Nilai
Tertinggi
100

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 30 920 73,67
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 11 31 100 71,00
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 31 95 67,92
komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara

8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 40 80 62,67
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 40 100 73,00
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 19.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Rata-Rata
77,85

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12

40

100

69,08

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers
profesional

13

40

100

75,31

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

11

35

95

66,73

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers
terhadap rapat redaksi

11

50

95

70,27
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Tabel 19.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan Nilai Nilai Nilai

Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 60 100 81,50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 19.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tell'::.'lrl:ilah Te:‘\ltlil:;gi Ra:ll-II:Iata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 50 100 76,54
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 30 100 72,23
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 11 40 100 68,00

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tabel 19.14
Lembaga Penyiaran Publik

. . Nilai Nilai Nilai

Lembaga Penyiaran Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 50 100 76,17
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 14 45 100 76,14
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 30 100 75,50
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 55 100 76,17
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 13 50 100 79,77
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi 13 70 100 81,69
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 13 70 100 81,15
agar menyiarkan aspirasi masyarakat




Tabel 19.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 6 20 100 70,00
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 7 50 100 72,86
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 12 50 920 67,92
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 13 45 100 73,38
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 13 55 95 72,92

Tabel 19.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
WY Nilai
Terendah  Tertinggi

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12 40 100
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Nilai
Rata-Rata
77,08

Tabel 19.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 11 80 100 90,64
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 50 100 86,25
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 13 50 100 77,38
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 50 100 78,75

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers
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Tabel 19.18
Etika Pers

Etika Pers \EY Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 70 100 87,46
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 15 60 100 81,93

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik

Tabel 19.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 60 100 86,92
dan independen di provinsi ini

14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 50 100 85,00
secara bebas dan independen

15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 13 70 100 88,46
dan independen

16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 13 40 100 85,15
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan
yang dialami wartawan, seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 60 89 74,25
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 55 100 72,70
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 19.20

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai

Disabilitas Terendah

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 11 0
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Tertinggi
80

Nilai
Rata-Rata
58,64
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Tabel 20.1

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 70 100 94.17
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 12 50 100 79.25
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 55 100 84.17
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 56 100 83.00

kebebasan pers

Tabel 20.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

Nilai
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
93.75

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

45

100

86.17

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

30

90

62.83

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

10

95

56.75

193

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



194

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Tabel 20.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 12 30 100 73.42
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 12 40 100 78.42
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 20 100 66.33
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 20.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 12 30 100 76.25
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 12 40 100 75.00
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 20.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media TerI:I::IIah Te:\ltlir;gi Ratl\:\l-llatlata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 25 100 78.67
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 10 100 65.42
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 12 80 100 93.75

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 20.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Tell-\:elrl;lah Telr\ltlilr?;gi Ra::—I;; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 31 95 75.08
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 12 70 100 83.75
diri (self cencorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 12 60 95 76.58

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 20.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 50 100 77.08
wartawanuntukmencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 0 100 60.09
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 40 100 77.50
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 12 75 100 93.33
di provinsi ini
Tabel 20.8

24

Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 12 30
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
77.08
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Tabel 20.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan-terkait 12 50 100 81.33
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 12 50 100 67.17
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 0 100 35.83
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 20.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 70 100 87.42
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 50 100 80.50

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 25 100 85.00
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 55 100 85.83
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 0 100 64.58
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 30 100 82.50

dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi




7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 0 100 65.83
komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara

8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 25 100 62.08
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 35 100 77.50
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 20.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 50 100 78.58
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 10 100 65.00
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 11 25 100 70.09
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 10 100 61.33
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 11 20 100 64.91
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 20.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 10
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Terendah

Nilai
Tertinggi

100

Nilai

Rata-Rata

80.00

Tabel 20.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

fata Kelola Perusahaan Tell‘ilrl:::llah TerNtli:‘;gi RatI\aIlI-II:Iata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 11 50 100 76.27
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 50 100 76.36
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 9 10 100 53.89

197

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



198

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Tabel 20.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Tell':IrI:ilah Te:ltlil:;gi Ra::-lla?la -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 10 100 74.58
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 10 100 64.17

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 56 100 83.75
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 10 90 60.09
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 11 40 95 70.00
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 12 50 100 78.67
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 10 10 90 60.90

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 20.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 12 20 100 73.42
independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 11 10 100 66.64
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dankebijakan didaerah mendorongaparat 12 0 920 4333
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 1 10 95 69.91
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 11 10 95 66.91

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 20.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 11
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
58.09

Tabel 20.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 11 0 100 58.73
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 11 0 100 78.64
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 11 0 100 81.36
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 11 30 100 82.73
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 20.18
Etika Pers
. \EY Nilai \EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 11 10 100 65.00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 11 31 100 66.45

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 20.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 10 10 100 76.00
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 12 40 100 80.75
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 1 0 100 71.45
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 10 100 61.91
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 10 100 69.55
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 10 100 63.00
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 20.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 11 0 70
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
28.55
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Tabel 21.1

PROVINSI SULAWESI UTARA

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 60 100 82,08
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 12 50 100 67,25
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 20 100 76,25
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 50 100 83,67

kebebasan pers

Tabel 21.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\VHEY]
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
90,42

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

60

100

81,58

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

95

67,08

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

12

90

60,42
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Tabel 21.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

\EY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

70

Tertinggi
100

81,25

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

12

50

100

84,92

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

12

50

100

83,67

Tabel 21.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

\HEY]
Terendah

\EY
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

50

100

82,42

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

55

100

83,33

Tabel 21.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl‘\lel:na:;ah Te:\ItIiI:;gi Ra:lal-ll?(lata

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 12 10 100 73,33
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah daerah mendorong keragaman 12 50 100 7917
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 12 0 100 73,75




Tabel 21.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 40 100 71,25
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 12 60 100 77,83
diri (self cencorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 12 20 20 67,92

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 21.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 50 100 80,33
wartawanuntukmencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 12 0 95 56,67
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 50 100 77,50
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 11 30 100 78,64

di provinsi ini

24

Tabel 21.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan
kompetensi profesi di daerah ini

12

Nilai
Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

\HEY
Rata-Rata
69,58

205

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



206

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Tabel 21.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan-terkait 12 30 20 66,75
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 12 10 20 62,50
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 0 60 39,17
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 21.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 80 100 90,42
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 60 100 82,08

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 84,50
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 85,00
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 0 920 57,08
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 0 100 61,08
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 0 100 64,92

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 0 100 71,17
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 0 100 65,33
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 21.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi (\EY Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 0 929 62,33
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 0 80 47,50
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 12 35 100 67,00
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 0 100 53,75
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 0 80 54,58
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 21.12
Keragaman Kepemilikan
\1EY]
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
83,67

Tabel 21.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Tell'\:::ah Te::Iil:gljgi Ragl-llzlata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 50 80 65,83
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 50 100 70,83
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 0 75 42,50
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Tabel 21.14
Lembaga Penyiaran Publik

. . Nilai Nilai Nilai

Lembaga Penyiaran Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 20 100 75,83
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 10 20 64,50
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi pada publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 50 100 79,58
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 50 100 76,25
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 11 60 100 80,91
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 12 40 100 76,67
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 12 0 100 57,50
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 21.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 9 70 100
independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

Nilai
Rata-Rata
82,22

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 5 70 80
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

75,00

Peraturan dankebijakan didaerahmendorongaparat 10 20 85
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

62,50

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 20 100
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

73,75

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 20 100
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

73,25




Tabel 21.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

\[EY]
Rata-Rata
80,83

Tabel 21.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 0 100 82,92
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 0 100 83,33
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 0 100 82,50
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 0 100 79,17

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 21.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 70 100 86,58
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 40 80 69,92

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 21.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 10 0 100 72,00
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 12 50 100 75,83
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 12 0 100 72,50
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 50 100 83,09
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 0 100 66,36
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 0 100 62,00
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 21.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 11 0 70
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
27,73
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Tabel 22.1

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 40 100 81,08
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat | 11 55 100 80,18
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 13 30 100 76,54
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 13 30 100 80,23

kebebasan pers

Tabel 22.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

13

Nilai
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
89,23

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

13

55

100

83,00

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

13

32

95

63,23

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

13

30

75

56,54
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Tabel 22.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai \[EY] Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 13 30 100 65,62
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 13 20 92 62,85
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 13 45 100 69,38
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 22.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 35 100 71,62
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 13 30 92 71,46
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 22.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Te:I:\adlah Te:ltlil:;gi Ra::-l:;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 13 50 100 72,31
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 13 30 91 67,00
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 13 70 100 87,46

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 22.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

\TEY]
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 13 32 100 69,69
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 13 32 90 70,54
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 31 85 63,54

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 22.7
Akses Atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi | 13 40 91 69,38
wartawanuntukmencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 13 30 80 58,62
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 13 60 100 78,23
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 12 65 100 86,42

di provinsi ini

24

Tabel 22.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan | 13
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai

Terendah

31

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
61,15
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Tabel 22.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 13 45 100 78,08
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk | 13 30 91 63,31
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 13 0 80 29,31
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 22.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 70 100 88,15
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 70 100 86,23

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 13 70 100 87,85
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 70 100 85,50
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 50 92 75,38
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 13 60 91 77,31
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 20 20 64,69

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 15 100 61,00
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 40 100 73,54
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 22.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 15 90 73,38
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 13 30 80 59,92

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 13 0 60 33,08
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 13 31 95 58,15

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 31 95 63,42
terhadap rapat redaksi

Tabel 22.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 31 100 71,33
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 22.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tetl':IrI\a::llah Telr\ltlilr?;gi Ratl\::-I;Iata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 0 85 57,23
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 30 100 85,00
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 13 5 20 59,62

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 22.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik TerI:IrI:ilah Telr\ltlil:;gi Ratl\::-I;Ia -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 13 50 20 69,08
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 13 35 920 63,85

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 13 50 100 82,62
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 13 0 100 52,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 13 15 85 54,38
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 40 100 66,46
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 13 10 92 47,00

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 22.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 13 60 100 80,77
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 12 40 100 78,42
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturandankebijakandidaerah mendorongaparat 12 0 920 24,58
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 13 35 92 65,38
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 13 35 92 63,15

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 22.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 13
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
92

Nilai
Rata-Rata
40,15

Tabel 22.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 80 100 94,50
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 60 100 91,08
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 80 100 93,25
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 30 100 70,67
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 22.18
Etika Pers
. Nilai Nilai Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 15 91 54,85
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 13 30 100 62,69

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 22.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 25 100 72,69
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 13 65 100 81,62
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas | 13 20 91 67,00
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses | 13 40 100 73,15
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan
yang dialami wartawan, seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 58 100 81,00
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 7 0 80 48,00
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 22.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 55
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
25,00




23

PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
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Tabel 23.1

PROVINSI SULAWESI TENGGRA

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 13 70 100 87.31
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 10 20 100 81.00
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 65 90 78.75
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 13 60 20 80.77

kebebasan pers

Tabel 23.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

13

\HEY]
Terendah
50

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
74.62

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

13

59

100

79.54

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

13

20

80

57.31

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

13

50

90

69.38
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Tabel 23.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Nilai Nilai Nilai Rata-

Kebebasan dari Kekerasan

Terendah  Tertinggi Rata

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 13 59 20 74.15
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 13 30 20 69.23
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 40 95 71.58
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 23.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 13 50 95 73.46
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 13 50 100 74.23
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 23.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Te:::ah Te:ltlil:;gi Ra::-II:;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 13 40 90 69.23
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 13 50 100 75.77
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 13 60 100 86.54

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 23.6

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

\[EY]
Rata-Rata

17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 13 40 20 70.77
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini

18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 50 85 69.23
diri (self-censorship)

19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ 13 30 80 57.69

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 23.7
Akses Atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 13 20 90 71.15
wartawanuntukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 6 0 95 45.83
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 13 65 100 84.62
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 13 50 100 85.77

di provinsi ini

24

Tabel 23.8

Pendidikan Insan Pers di Daerah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 13
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Terendah
30

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
76.92
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Tabel 23.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 13 40 100 62.00
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 13 0 80 56.46
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 10 0 70 36.10
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 23.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 50 100 87.31
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 65 100 83.85

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 50 100 81.67
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 40 100 76.67
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 30 20 60.77
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 40 90 63.75
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 15 80 55.00

komersial melalui alokasi iklan termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 45 20 70.38
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 40 100 73.85
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

10

Tabel 23.11

Independensi Nilai
Terendah

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 50
kepentingan publik dalam pemberitaan

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Tertinggi
95

\HEY]
Rata-Rata
73.08

11

Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 30
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

80

54.67

12

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 13 0
profesional

90

47.23

13

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 13 25
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

90

58.85

14

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 25
terhadap rapat redaksi

80

53.08

15

Tabel 23.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 15
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
73.67

Tabel 23.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Tetl':Irliadlah Te:ltlil:;gi Ra:lal-ll?{;ta

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 13 50 20 68.85
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 30 100 65.77
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 30 100 60.42
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Tabel 23.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik
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19

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

13

31

100

75.00

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

13

30

100

69.69

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

13

50

100

77.69

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

13

50

100

73.46

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

12

30

100

76.25

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

13

30

85

65.46

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar

menyiarkan aspirasi masyarakat

80

80

80.00

Tabel 23.15

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum

Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

10

Nilai
Terendah
50

WEY
Tertinggi

100

Nilai
Rata-Rata
74.90

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

10

50

100

73.30

Peraturandankebijakan didaerah mendorongaparat
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

11

85

50.45

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

13

60

90

75.31

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan

melindungi kemerdekaan pers

13

40

89

74.15




Tabel 23.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
60.83

Tabel 23.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilal Nifai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 60 100 90.83
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 10 70 100 88.00
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 11 40 100 73.73
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 11 50 100 70.45

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 23.18
Etika Pers
. Nilai W\ [E] Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 13 40 100 74.54
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 13 50 80 63.77

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 23.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 10 50 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
78.50

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 11 40 100
secara bebas dan independen

71.00

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 1 50 50
dan independen

50.00

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 12 30 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan, sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

65.00

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 9 50 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

82.22

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 8 0 100
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

66.88

19

Tabel 23.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 9 0 20
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
25.11




| % cfff;@% 24
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PROVINSI MALUKU

Tabel 24.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 15 60 100 84,00
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 14 0 100 51,86
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 50 100 85,33
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 15 50 100 79,67

kebebasan pers

Tabel 24.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

15

\HEY]
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
87,33

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

15

55

100

85,00

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

15

30

90

58,40

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

15

30

80

55,73
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Tabel 24.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

15

Terendah

50

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

79,33

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

14

40

100

75,43

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

14

50

100

80,79

12

Tabel 24.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

15

\HEY]
Terendah
30

Nilai
Tertinggi
100

Nilai Rata-
Rata

72,60

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

15

50

100

68,93

Tabel 24.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Te::ilah Te:ltlil:;gi Ra::-II:;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 15 30 20 66,67
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah daerah mendorong keragaman 14 0 100 60,36
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 15 0 100 79,60




Tabel 24.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Te:IrI;Iah Tenl'\ltlilr?;gi Ra:lal-lfa{; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 30 20 67,40
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 31 100 64,31
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 13 20 20 56,92

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 24.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 15 50 100 69,13
wartawanuntukmencari,menemukan,memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 12 0 100 56,75
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 15 50 100 75,60
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 14 70 100 85,00

di provinsi ini

24

Tabel 24.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 14 50
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
77,14
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Tabel 24.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 15 20 100 67,00
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 15 0 80 49,60
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 15 0 920 35,33
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 24.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 80 100 90,36
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 14 60 100 89,64

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 13 60 100 83,77
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 13 50 100 79,92
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 30 100 71,92
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 14 30 85 64,00
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 14 40 100 64,64

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




Tabel 24.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 14 50 100 83,21
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 50 100 81,43
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Independensi \EY (\EY] Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 14 31 100 77,57
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 14 20 70 52,14
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi 14 0 100 48,21
pers profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 14 20 100 61,86
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 13 31 100 68,15
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 24.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 14 30
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

\[EY]
Rata-Rata
81,79

Tabel 24.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Tetl'\tlelrl\:lah Te:-\ltlilr?;gi Ra:lal-l:;; -

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 14 30 85 69,29
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 14 30 100 71,07
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 13 0 70 43,08
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Tabel 24.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Tell'\:elrll:ah Te::lil:;gi Rail:\::-lfatla -
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 14 30 100 78,57
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 15 0 100 55,00

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 13 50 100 79,62
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 14 0 100 60,71
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 14 20 100 67,14
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 20 100 61,92
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 12 0 70 43,33

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 24.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum \TET Nilai \EY

Lembaga Peradilan N Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 13 50 100 79,62
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 13 0 100 66,92
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 15 0 100 52,87
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 15 50 100 74,00
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 15 30 100 72,33

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 24.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 15
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

\[EY]
Rata-Rata
65,00

Tabel 24.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nifai Nifai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 15 0 100 80,27
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 14 60 100 90,29
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 13 60 100 88,85
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 13 40 100 87,23

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 24.18
Etika Pers
. Nilai Nilai \EY]
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 14 10 100 66,79
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 14 30 100 68,64

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 24.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 60 100 85,38
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 13 65 100 82,62
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 10 50 100 81,90
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 11 55 100 75,91
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penghukuman) secara adil atas kekerasan
yang dialami wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 13 50 100 80,00
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 50 100 78,33
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 24.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 13 0 80
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
38,85
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PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 25.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 56 100 87,00
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat | 12 0 100 73,25
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 55 100 83,58
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 50 100 77,75

kebebasan pers

Tabel 25.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\VHEY]
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
92,92

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

100

79,33

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

100

57,42

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

100

60,17
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Tabel 25.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai \[EY] Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 12 50 100 76,50
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 12 50 100 77,83
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 56 100 78,42
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 25.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 12 55 98 73,92
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 12 60 98 76,42
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 25.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl'\lel:la:;ah Te:ltlilr?;gi Ra::-II:;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 0 100 67,92
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 12 30 100 74,50
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 12 60 100 87,33

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 25.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Te:lelr:a:ilah Tell'\ltlilr?;gi Ra:lal-lfa{; -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 0 95 62,08
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 11 60 100 79,00
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 10 50 98 72,70

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 25.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi | 12 28 100 73,67
wartawan untukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 9 0 97 49,11
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 11 56 100 77,45
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 11 30 95 76,00

di provinsi ini

24

Tabel 25.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan | 12 40
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
67,17
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Tabel 25.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 40 100 71,33
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk | 12 40 100 63,67
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh | 12 0 920 31,58
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)
Tabel 25.10

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 50 100 81,08
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 56 100 77,92

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi | 11 50 100 81,27
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi | 11 50 100 79,09
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 20 95 67,75
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 50 100 76,83
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 60 97 78,58

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 20 95 76,00
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 56 100 79,18
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 25.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi (\EY Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 50 95 76,58
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 21 94 56,92
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 12 0 90 47,17
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 20 97 64,17
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 0 95 61,25
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 25.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 60
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
82,83

Tabel 25.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Te:“ellzah Te:ltlir;gi Ra:lal-llai:':\ta

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 50 97 70,25
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 33 96 63,73
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 0 95 48,08
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Tabel 25.14
Lembaga Penyiaran Publik

. . Nilai Nilai Nilai

Lembaga Penyiaran Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 50 100 78,17
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 50 100 71,58
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 50 100 80,50
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 30 97 63,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 12 20 100 71,75
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi | 12 33 100 72,58
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 10 0 100 52,50
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 25.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum [\ EY \TIEY

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 11 20 100
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

Nilai
Rata-Rata
74,73

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 11 35 100
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

66,73

Peraturan dan kebijakan didaerahmendorongaparat | 12 0 100
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

47,00

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 50 100
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

75,50

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 20 100
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

65,83




Tabel 25.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
95

Nilai
Rata-Rata
53,08

Tabel 25.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 20 100 82,25
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ | 12 20 100 80,42
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 0 100 83,33
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 11 0 100 79,09

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 25.18
Etika Pers
. Nilai \EY Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 25 100 54,67
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 40 97 63,50

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 25.19
Mekanisme Pemulihan
\EY] Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 12 0 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
68,58

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja | 12 20 100
secara bebas dan independen

76,00

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas | 10 0 100
dan independen

58,80

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses | 12 10 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

67,92

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 11 20 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

66,36

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 10 926
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

63,67

19

Tabel 25.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media | 12 0 85
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
23,25
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Tabel 26.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 40 100 83,75
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 12 0 100 73,33
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 70 100 83,33
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 70 100 82,92

kebebasan pers

Tabel 26.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
70

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
90,42

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

60

100

83,33

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

10

70

50,42

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

12

30

100

57,92
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Tabel 26.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 11 65 100 85,91
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 12 40 100 78,75
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 12 40 100 68,75
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 26.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 12 40 100 73,33
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 12 70 100 82,08
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 26.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Te:zilah Tetl‘:lil:;gi Ra:lal-ll?(lata

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 12 40 100 70,00
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 11 0 100 61,36
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 11 80 100 90,91

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 26.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Terlil:\:lah Telr\ltlil:;gi Ratl\::-llaklata
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 40 100 72,08
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 12 40 100 67,50
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 12 10 100 52,08

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 26.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 50 100 80,00
wartawanuntukmencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 0 100 64,55
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 55 100 79,58
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 11 70 100 90,00

di provinsi ini

24

Tabel 26.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 12 40
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
76,25
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Tabel 26.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 30 100 75,00
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 11 20 100 66,82
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 0 60 34,58
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 26.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 70 100 85,83
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 11 50 100 77,73

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 10 60 100 81,50
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 10 60 100 79,50
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 30 100 60,00
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 6 0 100 55,83
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 20 100 47,92

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 30 100 68,33
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 30 100 67,08
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 26.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Y]
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 60 100 77,08
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 30 100 61,67
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 12 0 80 57,92
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 0 70 46,67
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 20 70 45,42
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 26.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 50
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
72,27
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Tabel 26.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

\EY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 40 100 70,83
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 30 100 66,36
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 11 10 100 58,64

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

19

Tabel 26.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

12

Nilai

Terendah

WEY
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
67,50

20

Pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

11

80

56,82

21

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai peraturan

10

100

64,50

22

Kementerian Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

11

90

41,82

23

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini

12

50

90

69,17

24

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

12

90

58,75

25

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

12

90

49,58




Tabel 26.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 8 0 100 71,25
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 9 40 100 72,22
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturandan kebijakan didaerah mendorongaparat 11 0 100 51,82
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 60 100 78,33
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 40 100 75,42

Tabel 26.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12 50 100
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Nilai
Rata-Rata
70,83

Tabel 26.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 70 100 90,42
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 70 100 90,42
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 70 100 89,17
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 50 100 80,42

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers
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Tabel 26.18
Etika Pers

Etika Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 60 100 77,50
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 60 100 74,17

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik

Tabel 26.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 9 0 100 75,00
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 11 0 100 62,73
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 1 0 100 63,64
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 8 0 100 73,13
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 50 100 80,00
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 7 50 90 77,14
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 26.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 11 0 50
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
14,55
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Tabel 27.1

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 50 100 73,25
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 11 30 20 52,73
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 12 45 85 70,83
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 12 60 20 78,50

kebebasan pers

Tabel 27.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

12

\HEY]
Terendah
55

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
75,00

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

30

90

59,17

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

12

30

95

59,83

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

12

30

75

58,00
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Tabel 27.3

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan

\HEY]
Terendah

Nilai

Nilai Rata-
Rata

Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan,
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

12

40

Tertinggi
20

70,00

10

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

12

35

90

60,17

11

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

12

50

90

69,00

Tabel 27.4
Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai Rata-
Rata

12

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

12

59

90

72,00

13

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

12

50

90

69,33

Tabel 27.5
Keragaman Pandangan dalam Media

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

Keragaman Pandangan dalam Media Tet!:I:\adlah Tell'\:IiI:‘;gi Ra:lal-llz:;\ta

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 12 40 20 65,92
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 12 30 90 61,00
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 12 50 100 76,25




Tabel 27.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Terl\:rllac;ah Telr\ltlil:gljgi Ra::-l;la -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 40 80 65,00
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 12 15 89 62,92
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 12 5 85 56,67

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 27.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai \EY
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 12 29 90 67,08
wartawanuntukmencari,menemukan,memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 11 60 95 72,27
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 12 40 20 73,58
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeridiizinkan meliput pemberitaan 11 50 90 77,27

di provinsi ini

24

Tabel 27.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 12 30
kompetensi profesi di daerah ini

Tertinggi

70

Nilai
Rata-Rata
58,00
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Tabel 27.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 12 45 20 68,75
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 12 5 85 51,33
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 10 60 40,08
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 27.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 70 20 81,25
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 12 50 20 72,08

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 50 20 71,67
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 10 920 62,58
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 12 30 80 55,58
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 30 80 56,67
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 12 30 80 59,33

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 12 25 80 57,50
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 55 80 69,58
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 27.11

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi Nilai Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 12 30 85 66,25
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 25 65 47,75
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi 12 30 80 57,67
pers profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 5 75 49,25
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 12 15 75 56,25
terhadap rapat redaksi

15

Tabel 27.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai
Terendah

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 12 15
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Nilai
Tertinggi
90

Nilai
Rata-Rata
63,33

Tabel 27.13
Tata Kelola Perusahaan

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

Tata Kelola Perusahaan Tell':IrI\a::llah Te:ltlir;gi Ra:lal-I;; -

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 30 80 58,75
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 12 0 80 54,25
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 12 30 70 48,33
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Tabel 27.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 12 40 78 63,75
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 12 10 85 57,42

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 25 20 61,83
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 12 25 90 61,92
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 12 30 75 61,08
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi 12 35 75 57,75
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 12 45 80 59,92

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 27.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY Nilai (\EY

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 10 35 89 73,60
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 10 25 89 67,40
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 12 35 80 61,92
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 30 85 64,42
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 5 85 60,08

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 27.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 11
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
85

Nilai
Rata-Rata
60,91

Tabel 27.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 50 100 79,33
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 12 55 100 72,08
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 12 45 100 77,50
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 50 95 66,25

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 27.18
Etika Pers
. Nilai \EY Nilai
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 12 0 75 56,17
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 40 80 61,17

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 27.19
Mekanisme Pemulihan
\EY] Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 7 60 85
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
74,86

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 12 56 80
secara bebas dan independen

65,25

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 12 56 85
dan independen

68,92

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 8 31 80
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

63,88

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 8 60 85
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

70,63

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 7 55 85
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

67,14

19

Tabel 27.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 12 0 55
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
36,17
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Tabel 28.1

PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 11 60 100 88,91
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 10 66 100 91,60
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 11 70 100 91,27
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 11 60 100 89,09

kebebasan pers

Tabel 28.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

11

Nilai
Terendah
60

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
94,09

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

11

80

100

95,91

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

10

40

100

72,70

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

11

100

69,00
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Tabel 28.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 10 31 100 78,60
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 11 31 100 79,64
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 11 31 100 84,55
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 28.4
Kebebasan Media Alternatif

Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 11 50 100 78,55
partisipasi  masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 11 56 100 83,18
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 28.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media TerI:I:::Ilah Te:\ltlilr?;gi Ratl\:-I;;ta

14 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 11 25 100 72,73
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah  mendorong  keragaman | 11 0 100 75,91
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 11 56 100 88,73

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 28.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Tell-ilrl:ilah Te:ltlil:;gi Ra:::-l;la -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 11 0 100 71,00
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor | 10 50 100 75,60
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 9 0 100 77,78

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 28.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 11 50 920 69,09
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 3 0 20 30,00
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 10 50 100 79,40
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 9 55 100 89,44

di provinsi ini

24

Tabel 28.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 1 20
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
80,00
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Tabel 28.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 11 25 100 74,18
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 11 20 100 63,73
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 7 0 75 19,29
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 28.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 11 56 100 89,18
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 9 69 100 90,33

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 11 59 100 86,73
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 9 56 100 91,33
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 11 20 100 73,09
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 11 0 100 69,00
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 11 0 100 75,00

komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 11 0 100 61,73
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 0 100 62,73
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 28.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi (\TET Nilai Nilai

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat N Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 11 0 100 75,82
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 10 0 100 62,40

pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 10 0 100 55,40
profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 11 0 100 53,09

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 9 0 100 72,00
terhadap rapat redaksi

Tabel 28.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 11 20 100 82,18
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 28.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tetl'\clelrlla:ilah Te:ltlil:;gi Ra::-l;lata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 11 0 100 69,73
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 10 40 100 83,80
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 8 0 20 53,63

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 28.14
Lembaga Penyiaran Publik

. . Nilai Nilai Nilai

Lembaga Penyiaran Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 11 30 100 74,45
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 10 20 100 84,00
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 8 60 100 87,00
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 8 20 100 63,13
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 11 20 100 79,91
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi 10 30 100 73,60
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 1 0 0 0,00
menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 28.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 3 80 100
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

Nilai
Rata-Rata
88,33

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 2 80 100
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

90,00

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat 8 0 100
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

66,88

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 11 20 100
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers

70,55

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 11 20 100
kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

77,18




Tabel 28.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 8
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
72,50

Tabel 28.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 9 0 100 83,89
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 9 0 100 82,67
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 10 0 100 82,20
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 9 70 100 92,22

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 28.18
Etika Pers
. \EY \E \EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 10 20 100 71,10
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 11 20 100 63,64

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 28.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 9 50 100
dan independen di provinsi ini

Nilai
Rata-Rata
91,67

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 9 50 100
secara bebas dan independen

77,22

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 4 0 100
dan independen

45,00

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 8 0 100
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

78,00

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 80 100
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

94,20

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 4 50 100
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

75,00

19

Tabel 28.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 8 0 75
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
13,13
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PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel 29.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 12 50 100 91,25
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 12 0 100 82,08
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 13 0 100 75,38
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 13 0 100 82,08

kebebasan pers

Tabel 29.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

13

\HEY]
Terendah
75

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
95,08

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

12

75

100

96,25

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

11

100

65,09

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentinganpolitik,ekonomi,termasukkepentingan
pemilik

12

100

62,08
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Tabel 29.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Nilai Nilai Nilai Rata-

Kebebasan dari Kekerasan

Terendah  Tertinggi Rata

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 12 0 100 72,50
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 13 0 100 50,38
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 13 50 100 78,08
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 29.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan Media Alternatif

12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 12 40 100 77,08
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 13 0 100 75,77
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 29.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Tetl'\lel:la:;ah Te:\ltlil:gl;gi Rat'\:-I;;ta

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 13 0 100 83,85
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman | 13 0 100 83,85
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan 13 30 100 86,54

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 29.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan Tell':IrI:ilah TerNtIiI:;gi Ra:\:-lgla:\ -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 12 55 100 80,83
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 13 60 100 86,15
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 10 20 100 75,40

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 29.7
Akses atas Informasi Publik

. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 13 0 100 64,23
wartawanuntukmencari,menemukan,memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 4 0 100 71,25
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 13 65 100 90,77
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 1 0 100 66,27

di provinsi ini

24

Tabel 29.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
\HEY]
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 13 0
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
64,15
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25

Tabel 29.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
Media di daerah memberiruang pemberitaan terkait 13 40 100 86,38
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

26

Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 11 20 100 80,73
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

27

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 12 0 100 33,92
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 29.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai

Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 0 100 83,69
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 13 20 100 82,15
mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 50 100 87,92
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 12 30 100 82,42
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,
dan pajak

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 13 0 100 58,46
mengendalikan kebijakan redaksi

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 12 30 100 66,67
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 13 0 100 56,69
komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara




8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 13 0 100 59,77
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 13 0 100 75,15
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan

Tabel 29.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi \TIEY Nilai Nilai
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat Terendah  Tertinggi Rata-Rata
10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 13 45 100 86,15
kepentingan publik dalam pemberitaan
11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 12 0 100 53,92

pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi 11 0 100 47,27
pers profesional
13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 12 0 100 39,00

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 10 0 100 58,70
terhadap rapat redaksi

Tabel 29.12
Keragaman Kepemilikan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Keragaman Kepemilikan

15 Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan 13 20 100 77,31
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 29.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Te:lelr:adlah Tell'\ltlil:;gi Ragl-llaklata

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 12 50 100 83,75
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 11 0 100 75,91
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 10 0 100 45,60

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers
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Tabel 29.14
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Lembaga Penyiaran Publik

19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 13 0 100 76,00
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik

20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 13 0 100 67,77
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 12 0 100 64,67
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 11 0 100 51,36
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 13 0 100 85,77
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi 13 0 100 61,15
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers 11 0 100 62,73

agar menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 29.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum (\EY Nilai \TET
Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 11 80 100 95,91
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)
2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 9 50 100 86,67
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers
3 Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong 11 0 95 34,36
aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban
hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 12 0 100 56,25
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 12 0 100 52,08

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 29.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 12
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
100

Nilai
Rata-Rata
56,42

Tabel 29.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilal Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 12 70 100 94,08
karena pemberitaan

8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 1 80 100 96,18
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik

9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 11 70 100 93,64
wartawan

10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 12 40 100 74,17

nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 29.18
Etika Pers
. Nilai \EY \EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 11 0 100 64,00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 12 50 100 71,25

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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13

Tabel 29.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 9 50 100 91,11
dan independen di provinsi ini

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 8 0 100 58,75
secara bebas dan independen

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 2 85 100 92,50
dan independen

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 10 10 100 66,60
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan sepertipenganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 9 35 100 84,44
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini 3 0 20 30,00
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana

19

Tabel 29.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi Rata-Rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 6 0 40 11,67
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra




30
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Tabel 30.1

Kebebasan Berserikat Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi 15 70 100 86,87
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat 14 50 100 74,79
pekerja

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat 15 35 100 73,40
beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman

pelanggaran kebebasan pers

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan 15 0 100 78,13

kebebasan pers

Tabel 30.2
Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah
dan/atau partai politik karena isi berita

15

\HEY]
Terendah
56

Nilai
Tertinggi
100

\HEY]
Rata-Rata
78,80

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan
dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers

15

50

100

78,47

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik
media massa

15

95

67,27

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasukkepentingan
pemilik

15

100

64,93
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Tabel 30.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata

Kebebasan dari Kekerasan

9 Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, 15 0 100 66,73
pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan

10 Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran 15 0 100 59,67
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

11 Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi 15 30 100 66,00
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

Tabel 30.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai Nilai Nilai Rata-
Terendah  Tertinggi Rata
12 Pemerintah daerah mengakui dan melindungi 15 30 100 68,33
partisipasi masyarakat dalam  menciptakan
informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

Kebebasan Media Alternatif

13 Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi 15 50 20 72,87
positif terhadap kemerdekaan pers

Tabel 30.5
Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman Pandangan dalam Media Terlilnia:ah Tetl'\:lil:;gi Ra::-l;;ta

14 Pemerintah daerah mendorong keragaman 15 50 100 71,87
pemberitaan di daerah ini

15 Pemerintah  daerah mendorong keragaman 15 50 100 76,47
kepemilikan media

16 Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan | 15 50 100 79,07

praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya




Tabel 30.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

Akurasi dan Keberimbangan TerTrI:llah Telr“tlilr?gljgi Ragl-ll?{la -
17 Publik mendapat informasi yang akurat dan 15 30 20 69,27
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk
yang disampaikan oleh media di daerah ini
18 Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor 15 60 100 80,73
diri (self-censorship)
19 Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan 15 60 95 75,73

atau melarang (intervensi) isi pemberitaan

Tabel 30.7
Akses atas Informasi Publik
. . Nilai Nilai Nilai
Akses atas Informasi Publik Terendah  Tertinggi Rata-Rata
20 Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi 15 30 100 74,07
wartawanuntukmencari,menemukan, memperoleh,
dan menyebarkan informasi
21 Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi 14 0 91 59,07
Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung
kemerdekaan pers
22 Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau 15 31 100 72,20
memperoleh informasi publik di daerah ini
23 Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan 13 0 100 55,85

di provinsi ini

24

Tabel 30.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
Nilai
Terendah

Pendidikan Insan Pers

Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan 15 10
kompetensi profesi di daerah ini

Nilai
Tertinggi
93

Nilai
Rata-Rata
66,67
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Tabel 30.9

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
25 Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait 15 30 100 74,67
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

26 Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk 15 30 80 60,13
memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas
menjadi bagian dari pemberitaan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

27 Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh 15 0 20 42,47
penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan
tunanetra)

Tabel 30.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Nilai Nilai Nilai
Perusahaan Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
1 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 0 100 73,20
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak
dan siber
2 Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat 15 10 100 72,20

mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran
seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan
televisi komunitas

3 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 50 100 74,43
kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4 Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi 14 50 100 76,79
kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi,

dan pajak

5 Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah 15 40 95 73,20
mengendalikan kebijakan redaksi

6 Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, 14 40 100 73,36

dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan
redaksi




Independensi

dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

7 Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan 15 30 92 73,40
komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita
pariwara
8 Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini 15 30 100 75,00
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu
9 Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah 15 45 100 73,13
ini mempengaruhi keragaman pemberitaan
Tabel 30.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

T
Nilai

Rata-Rata

15

Tabel 30.12
Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan

Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan
pers cetak, penyiaran, dan media siber

Tabel 30.13
Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

15

Nilai

Terendah
40

[\ HEY]
Terendah

Nilai
Tertinggi

100

W EY
Tertinggi

10 Perusahaan pers di daerah ini menempatkan 15 30 100 69,27
kepentingan publik dalam pemberitaan

11 Wartawan/media di daerah ini mentoleransi 15 0 100 58,47
pemberian uang dan atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12 Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers 15 0 93 39,13
profesional

13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan 15 0 100 61,60
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik
lain sebagai sumber pendanaan

14 Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers 15 50 100 80,67
terhadap rapat redaksi

Nilai

Rata-Rata

72,00

Nilai

Rata-Rata

setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
tentang Standar Perusahaan Pers

16 Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan 15 50 100 72,87
sesuai dengan kepentingan publik

17 Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah 15 35 100 68,20
ini

18 Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji 15 10 100 66,00
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Tabel 30.14
Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Tetl'\:elr:adlah TerNtIiI:;gi Ra::-l;lata
19 Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita 15 50 100 77,33
secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan
publik
20 Pemerintah di daerah ini mendorong dan 15 0 92 59,47

memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah
ini berorientasi publik

21 Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di 14 25 100 67,21
daerah ini diproses sesuai peraturan

22 Kementerian Kominfo mendorong pers agar 15 0 100 65,00
menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini

23 Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan 15 0 100 68,20
aspirasi masyarakat di daerah ini

24 Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) di provinsi 15 20 92 56,80
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

25 Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar 15 20 92 61,53

menyiarkan aspirasi masyarakat

Tabel 30.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Nilai Nilai Nilai

Lembaga Peradilan Terendah  Tertinggi Rata-Rata

1 Lembaga peradilan menangani perkara pers secara 10 55 100 79,40
independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)

2 Lembaga peradilan mengedepankan prinsip 9 35 100 73,56
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain
yang membatasi kemerdekaan pers

3 Peraturan dankebijakandidaerah mendorongaparat 10 0 920 65,90
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan

pers
4 Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban 15 0 90 66,33
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers
5 Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada 15 0 20 66,07

kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers




Tabel 30.16

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin 14
wartawan menjalankan tugas jurnalistik

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai

Terendah

Nilai
Tertinggi
20

Nilai
Rata-Rata
64,50

Tabel 30.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
7 Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan 14 0 100 77,00
karena pemberitaan
8 Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/ 14 67 100 88,00
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas jurnalistik
9 Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi 14 25 100 81,14
wartawan
10 Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan 14 30 100 77,43
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

Tabel 30.18
Etika Pers
. Nilai \EY \EY
Etika Pers Terendah  Tertinggi Rata-Rata
11 Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati 14 0 95 65,00
kode etik pers dan standar perusahaan pers
12 Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan- 15 10 100 71,20

Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
kaidah jurnalistik
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Tabel 30.19
Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan Nilai Nilai Nilai
Terendah  Tertinggi Rata-Rata
13 Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas 13 57 100 79,38
dan independen di provinsi ini
14 Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja 14 30 100 67,79
secara bebas dan independen
15 Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas 14 35 100 70,00
dan independen
16 Aparat hukum di daerah ini melakukan proses 13 0 100 68,69
hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan yang
dialamiwartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan
17 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 12 0 91 68,58
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum
18 Penyelesaian perkara pers di daerah ini 10 0 20 65,40
mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana
Tabel 30.20

19

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Nilai Nilai

Disabilitas Terendah  Tertinggi

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media 14 0 20
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh

penyandang disabilitas seperti tunarungu dan

tunanetra

Nilai
Rata-Rata
36,00




SURVEI INDEKS
KEMERDEKAAN PERS
INDONESIA 2017

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas
ke tiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. Agar pers dapat melakukan peranannya,
perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain
itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers
tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik,
tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (freedom from) dimana
kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara
disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh
lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas
dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (freedom to) dimana kebebasan pers juga diukur
dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan
adil (fair), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.
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